
Pemerintah Kota Mojokerto 

Laporan Keuangan Tahun 2019 - Audited 
 

 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan | 141 

 

5.3.4.5 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

 0,00  10.696.140,95 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 Pemerintah Kota Mojokerto 

sebesar Rp0,00 dan Rp10.696.140,95 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah yang memiliki 

masa jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 135. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

Didik Badrianto                       -    10.696.141,95  

Chandra Iffan 

Hidayanto 
                      -                          -    

JUMLAH                       -    10.696.141,95  

Pada tahun 2019, terdapat reklasifikasi ke bagian lancar TGR sebesar Rp10.696.141,95 atas 

angsuran TGR yang memiliki masa jatuh tempo satu tahun ke depan. 

5.3.5 Kewajiban Jangka Pendek 

 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

    36.956.992.832,34  21.977.364.887,81 

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. 

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 

1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Pada Tahun 2019 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 

Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp36.956.992.832,34 dengan rincian : 

Tabel 136. Rincian Kewajiban Jangka Pendek 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 3.338.195,86 5.258.182,86 

2 Pendapatan Diterima Dimuka 166.492.676,78 506.412.790,05 

3 Utang Beban 22.718.922.793,03 20.971.600.237,03 

4 Utang Jangka Pendek Lainnya 14.068.239.166,67 494.093.677,87 

JUMLAH 36.956.992.832,34 21.977.364.887,81 
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Mutasi kewajiban jangka pendek selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

      Tabel 137. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek 

Jenis 

Saldo 

Penambahan 

Tahun 2019 

Pengurangan 

Tahun 2019 

Saldo 

31 Des 2018 31 Des 2019 

 (Rp) (Rp) 

Utang Perhitungan Fihak 

Ketiga 
5.258.182,86 0,00 1.919.987,00 3.338.195,86 

Pendapatan diterima dimuka 506.412.790,05 166.492.676,78 506.412.790,05 166.492.676,78 

Utang Beban 20.971.600.237,03 22.712.573.393,00 20.965.250.837,00 22.718.922.793,03 

Utang Jangka Pendek Lainnya 494.093.677,87 13.876.754.665,80 302.609.176,00 14.068.239.167,67 

JUMLAH 21.977.364.887,81 36.755.820.735,58 21.776.192.790,05 36.956.992.833,34 

Adapun penjelasan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Mojokerto per 31 Desember 2019 

dan 2018 adalah sebagai berikut: 

5.3.5.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

 3.338.195,86  5.258.182,86 

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp3.338.195,86 

dan Rp5.258.182,86 terdiri dari : 

Tabel 138. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Utang PPh Pusat 57.500,00  57.500,00  

2 
Utang Perhitungan Fihak 

Ketiga Lainnya 
3.280.695,86  5.200.682,86  

  Jumlah 3.338.195,86  5.258.182,86  

Rincian tabel tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 

5.3.5.1.1 Utang PPh Pusat 

Saldo Utang PPh Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.500,00 merupakan 

pembayaran pajak yang belum dilakukan pendebetan oleh pihak bank pada rekening SDN 

Kedundung I sebesar Rp30.000,00 dan SDN Wates 5 sebesar Rp27.500,00. 

 

5.3.5.1.2 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya 

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp3.280.685,86 merupakan pengeluaran belanja yang belum didebet dalam rekening 

bendahara BOS dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 139. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 SDN Gedongan 2 33.719,00 33.719,00  

2 SDN Kauman 1 0,00  1.919.987,00  

3 SDN Magersari 1 31.900,00 31.900,00  

4 SMPN 8 3.215.066,86 3.215.066,86  

Jumlah 3.280.685,86  5.200.672,86  

 

5.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

 166.492.676,78  506.412.790,05 

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp166.492.676,78 dan 

Rp506.412.790,05 terinci sebagai berikut : 

Tabel 140. Rincian Pendapatan Diterima di Muka 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Pajak Reklame 97.342.676,78 474.821.730,05 

2 Sewa Tanah Reklame -    16.391.060,00 

3 Penjualan Angsuran Kios Pasar -    15.200.000,00 

4 Sewa Tempat ATM BNI pada RSUD 
                

50.400.000,00  
  

5 
Penyediaan Fasilitas Komunikasi PT 

Mac pada RSUD 

                

18.750.000,00  
  

Jumlah 166.492.676,78 506.412.790,05 

 

5.3.5.3 Utang Beban 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

 22.718.922.793,03  20.971.600.237,03 

Utang beban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Utang beban dapat muncul 

akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja, kewajiban 

kepada masyarakat dan kewajiban kepada pemberi jasa.  

Saldo utang beban per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp22.718.922.793,03 dan 

Rp20.971.600.237,03 terdiri dari: 
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Tabel 141. Rincian Utang Beban 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Utang Beban Pegawai 556.739.449,00 603.707.882,00 

2 Utang Beban Barang dan Jasa 22.162.183.344,03 20.367.892.355,03 

Jumlah 22.718.922.793,03  20.971.600.237,03  

Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut. 

5.3.5.3.1 Utang Beban Pegawai 

Saldo utang beban pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp556.739.449,00 dan 

Rp603.707.882,00 terinci sebagai berikut : 

Tabel 142. Rincian Utang Beban Pegawai 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Tambahan Penghasilan 6.349.400,00 6.349.400,00  

2 
Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah 
488.576.411,00 538.063.057,00  

3 
Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah 
61.813.638,00 59.295.425,00  

Jumlah 556.739.449,00  603.707.882,00  

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Utang belanja tambahan penghasilan sebesar Rp6.349.400,00 merupakan kekurangan 

bayar tunjangan profesi guru yang belum dibayar pada Dinas Pendidikan Kota 

Mojokerto. Utang belanja pegawai tersebut berasal dari tahun 2010 dan 2011. Namun 

sampai dengan saat ini utang tersebut belum dapat dibayarkan karena tidak ada Surat 

Keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait pembayaran tersebut, sehingga 

pembayaran atas beban pegawai tersebut belum dapat dilakukan. 

b. Utang belanja insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp488.576.411,00 

merupakan pengakuan atas pembayaran insentf pajak daerah periode TW IV 2019 

pada BPPKA yang dibayarkan pada tahun 2020; 

c. Utang belanja insentif pemungutan retribusi sebesar Rp61.813.638,00 merupakan 

pengakuan atas pembayaran insentif retribusi parkir berlangganan periode TW IV 

2019 sebesar Rp57.365.888,00 dan insentif retribusi pengujian kendaraan bermotor 

sebesar Rp4.447.750,00 pada Dinas Perhubungan yang dibayar tahun 2020. 

5.3.5.3.2 Utang Beban Barang dan Jasa 

Saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 

Rp22.162.183.344,03 dan Rp20.367.892.355,03 terinci sebagai berikut : 
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Tabel 143. Rincian Utang Beban Pegawai 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Bahan Obat-Obatan 19.038.597.268,00  17.538.087.238,00  

2 Jasa Pelayanan Kesehatan 3.062.852.079,00  2.570.784.967,00  

3 Premi Asuransi 0,03  208.779.000,03  

4 Beban Listrik  7.448.897,00  0,00  

5 Jasa Transaksi Keuangan 45.530.100,00  50.241.150,00  

6 Jasa Konsultan Pengawas 7.755.000,00  0,00  

Jumlah 22.162.183.344,03  20.367.892.355,03  

Penjelasan saldo tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Utang belanja bahan obat-obatan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 

Rp19.038.597.268,00 dan Rp17.538.087.238,00 merupakan pembelian obat pada 

RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo yang masih belum terbayar sampai dengan tahun 

anggaran berakhir. Rincian lebih lanjut pada Lampiran 7. 

b. Utang belanja jasa pelayanan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 

Rp3.062.852.079,00 dan Rp2.570.784.967,00 merupakan jasa pelayanan pada RSUD 

dr. Wahidin Sudirohusodo yang belum terbayar sampai tahun anggaran berakhir; 

c. Utang belanja listrik bulan Desember pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar 

Rp7.448.897,00 yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran berakhir; 

d. Utang belanja jasa transaksi keuangan per 31 Desember 2018 sebesar 

Rp45.530.100,00 merupakan pengakuan atas pembayaran bagi hasil parkir 

berlangganan kepada polres dan Pemprov yang dibayarkan pada tahun 2019;  

e. Utang Jasa konsultasi pengawas pada Kelurahan Wates atas belanja jasa konsultan 

pengawas biopori di kelurahan Tahun 2019 sebesar Rp3.960.000,00 dan Jasa 

Konsultasi Pengawas Pembangunan Pagar dan Gapura Majapahitan sebesar 

Rp3.795.000,00. 

5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

 14.068.239.166,67  494.093.677,87 

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp14.068.239.166,67 

dan Rp494.093.677,87, terinci sebagai berikut : 

Tabel 144. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer 12.198.434.180,00 0,00  

2 Utang Jangka Pendek Lainnya 465.103.500,87 494.093.676,87 

3 Utang Pengadaan Aset Tetap 1.404.701.485,80  1,00 

Jumlah 14.068.239.166,67 494.093.677,87 
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Uraian tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut. 

5.3.5.4.1 Utang kelebihan Pembayaran Transfer 

Utang kelebihan pembayaran transfer merupakan lebih bayar pendapatan transfer 

pemerintah pusat sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.07/2019 dan Berita Acara 

Rekonsiliasi TRIPARTIT Saldo Akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 943.3/03D.03/203/2020 dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 145. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer 

No Uraian 
31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 DBH PPH 21 dan PPh 25/29 2017  2.577.817.105,00 
                              
-    

2 DBH PBB 2017  248.342.519,00 
                              

-    

3 DBH CHT 2017 426.692.174,00 
                              
-    

4 DBH SDA Minerba 2017 3.190.686,00 
                              

-    

5 
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi 
2017  

8.452.387.276,00 
                              
-    

6 DBH SDA Perikanan 2017  291.491.894,00 
                              

-    

7 DBH PBB 2018  2.099.900,00 
                              
-    

8 DBH SDA Panas Bumi 2018  867.676,00 
                              

-    

9 Sisa Bantuan Keuangan 2019 195.544.950,00   

Jumlah 12.198.434.180,00 
                              

-    

 

5.3.5.4.2 Utang Pengadaan Aset Tetap 

Saldo pengadaan utang pengadaan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp1.404.701.485,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 146. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap 

NO U R A I A N JUMLAH (Rp) 

1 Pengakuan progres pekerjaan putus kontrak yang belum dibayarkan 
pada Dinas PUPR (131.319.000 dan 67.614.000) 

198.933.000,00  

2 Pengakuan progres pekerjaan putus kontrak yang belum dibayarkan 
pada Kelurahan Magersari 

11.329.128,30  

3 Pengakuan progres pekerjaan putus kontrak yang belum dibayarkan 
pada Kelurahan Pralon 

308.764.749,56  

4 Pengakuan progres pekerjaan putus kontrak yang belum dibayarkan 
pada Kelurahan Mentikan 

319.381.230,10  

5 Pengakuan progres pekerjaan putus kontrak yang belum dibayarkan 

pada Kelurahan Gunung Gedangan 

566.293.377,84  

Total 1.404.701.485,80  
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5.3.5.4.1 Utang Jangka Pendek Lain-Lain 

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp465.103.500,87  
merupakan jaminan jasa bongkar pada Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu 
Satu Pintu.  

Jaminan Jasa bongkar ini adalah merupakan uang titipan atas biaya yang dibayarkan oleh 

penyelenggara reklame kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang akan digunakan sebagai 

biaya bongkar reklame jika masa pemasangan reklame telah berakhir. 

5.3.6 Ekuitas 

 31 Desember 2019 

(Rp) 

 31 Desember 2018 

(Rp) 

    1.936.040.123.747,01  1.832.553.008.820,02 

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp1.936.040.123.747,01 dan 

Rp1.832.553.008.820,02, dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 147. Rincian Ekuitas 

No Uraian 

31 Des 2019 31 Des 2018 

Rp Rp 

1 Saldo Awal Ekuitas 1.832.553.008.820,02 1.765.251.281.258,55 

2 Surplus/(Defisit) LO 53.978.436.720,00 52.061.044.407,37 

3 Koreksi Ekuitas 49.508.678.206,99 15.240.683.154,10 

  Jumlah  1.936.040.123.747,01 1.832.553.008.820,02 

 

Adapun penjelasan koreksi ekuitas secara lebih terinci, terdapat pada penjelasan Laporan  

Perubahan Ekuitas. 

 

5.4 LAPORAN OPERASIONAL 

5.4.1 Pendapatan - LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 892.371.123.053,20  868.460.147.135,36 

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Mojokerto yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan LO telah 

diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan 

Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 adalah 

sebesar Rp892.371.123.053,20 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan-LO pada 

tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,75%, yaitu dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 148. Rincian Pendapatan LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1. Pendapatan Asli Daerah-LO 172.587.650.724,02 171.212.562.944,15 0,80% 192.695.566.219,26 

2. Pendapatan Transfer-LO 698.067.426.025,00 676.641.282.403,00 3,17% 678.111.291.792,00 

3. 
Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah-LO  

21.716.046.304,18 20.606.301.788,21 5,39% 15.159.179.997,18 

Jumlah 892.371.123.053,20 868.460.147.135,36 2,75% 885.966.038.008,44 

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 172.587.650.724,02  171.212.562.944,15 

 

Pendapatan asli daerah-LO pada tahun 2019 adalah sebesar Rp172.587.650.724,02 atau  

mengalami kenaikan sebesar 0,80% dari tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah-LO terdiri dari 

empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut: 

Tabel 149. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1. Pajak Daerah-LO 54.862.182.878,47 50.504.225.271,86 8,63% 51.615.256.646,20 

2. Retribusi Daerah-LO 10.383.041.650,59 10.395.775.620,40 -0,12% 9.897.775.510,59 

3. 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan-LO 

5.538.204.979,49 3.824.960.127,52 44,79% 4.656.906.866,76 

4. 
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah-LO 

101.804.221.215,47 106.487.601.924,37 -4,40% 126.525.627.195,71 

Jumlah 172.587.650.724,02 171.212.562.944,15 0,80% 192.695.566.219,26 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO merupakan pendapatan 

yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan jenis pendapatan lainnya yaitu 

sebesar 44,79%. 

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 

2019 sebesar Rp54.862.182.878,47 yaitu dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 150. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. Pajak Hotel-LO 1.613.282.352,00 1.216.315.355,40 32,64% 1.613.282.352,00  

2. Pajak Restoran-LO 9.443.539.640,58 7.047.285.623,14 34,00% 9.434.725.312,58  

3. Pajak Hiburan-LO 1.911.045.842,62 1.888.362.735,19 1,20% 1.911.045.842,62  

4. Pajak Reklame-LO 1.056.954.258,27 1.387.560.613,13 -23,83% 679.475.205,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

5. Pajak Penerangan Jalan-LO 13.024.315.148,00 12.658.974.572,00 2,89% 13.024.315.148,00  

6. Pajak Parkir-LO 1.013.426.540,00 948.668.640,00 6,83% 1.013.426.540,00  

7. Pajak Air Tanah-LO 288.835.060,00 264.475.544,00 9,21% 286.372.960,00  

8. 
Pajak Mineral Bukan Logam  
Batuan-LO 

0,00 85.191.490,00 -100,00% 0,00  

9. 
Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan-LO 
13.391.421.612,00 13.296.123.446,00 0,72% 10.533.250.861,00  

10. 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan-LO 
13.119.362.425,00 11.711.267.253,00 12,02% 13.119.362.425,00  

Jumlah 54.862.182.878,47 50.504.225.271,86 8,63% 51.615.256.646,20  

Perhitungan Pendapatan Pajak-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 151. Perhitungan Pendapatan Pajak - LO 

No
. 

Uraian 

LRA 

Piutang Awal                               Piutang Akhir 
Pendapatan 

Diterima 
Dimuka Awal 

Pendapatan 
Diterima 

Dimuka Akhir 
Koreksi 

LO 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 = 3 - 4 + 5 + 6 - 7 

+ 8 

1. Pajak Hotel-LO 
             

1.613.282.352,00  
          1.613.282.352,00 

2. 
Pajak Restoran-
LO 

            
9.434.725.312,58  

63.387.923,00 72.202.251,00       9.443.539.640,58 

3. Pajak Hiburan-LO 
              

1.911.045.842,62  
          1.911.045.842,62 

4. Pajak Reklame-LO 
               

679.475.205,00  
589.136.776,00 589.136.776,00 474.821.730,05 97.342.676,78   1.056.954.258,27 

5. 
Pajak Penerangan 
Jalan-LO 

            
13.024.315.148,00  

          13.024.315.148,00 

6. Pajak Parkir-LO 
             

1.013.426.540,00  
          1.013.426.540,00 

7. 
Pajak Air Tanah-

LO 

               

286.372.960,00  
10.256.497,00 12.718.597,00       288.835.060,00 

9. PBB-P2-LO 
           

10.533.250.861,00  
19.073.582.533,00 21.473.578.341,00     458.174.943,00  13.391.421.612,00 

10. BPHTB-LO 
            

13.119.362.425,00  
          13.119.362.425,00 

Jumlah 51.615.256.646,20 19.736.363.729,00 22.147.635.965,00 474.821.730,05 97.342.676,78 458.174.943,00 54.862.182.878,47 

Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2019 adalah sebagai 

berikut: 

1) Pajak Hotel-LO  

Pajak Hotel-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.613.282.352,00, Pendapatan Pajak 

Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar 32,64% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, terdiri dari: 

Tabel 152. Rincian Pendapatan Pajak Hotel – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. Hotel-LO 1.562.498.602,00 1.168.882.855,40 33,67% 1.562.498.602,00  

2. Losmen-LO 50.783.750,00 47.432.500,00 7,07% 50.783.750,00  

Jumlah 1.613.282.352,00 1.216.315.355,40 32,64% 1.613.282.352,00 
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2) Pajak Restoran-LO 

Pajak Restoran-LO pada tahun 2019 sebesar Rp9.443.539.640,58. Terdapat 

peningkatan pendapatan pajak restoran pada Laporan Operasional (LO) sebesar 

34,00% dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terdiri dari: 

Tabel 153. Rincian Pendapatan Pajak Restoran – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. Rumah Makan-LO 6.605.665.943,22 4.593.498.315,73 43,80% 6.596.851.615,22  

2. Kafetaria-LO 1.626.456.377,36 1.401.590.396,41 16,04% 1.626.456.377,36  

3. 
Jasa Boga/Katering-
LO 

1.211.417.320,00 1.052.196.911,00 15,13% 1.211.417.320,00  

Jumlah 9.443.539.640,58 7.047.285.623,14 34,00% 9.434.725.312,58 

Selisih antara pendapatan Pajak Restoran - LO dengan Pendapatan Pajak Restoran – 
LRA adalah adanya piutang pajak restoran tahun 2018 sebesar Rp63.387.923,00 dan 

piutang pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp72.202.251,00. 

3) Pajak Hiburan-LO 

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.911.045.842,62 terdiri dari: 

Tabel 154. Rincian Pendapatan Pajak Hiburan – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1. 
Tontonan Film atau 

Bioskop-LO 
1.573.515.892,00 1.532.627.902,00 2,67% 1.573.515.892,00  

2. 

Diskotik, Karaoke, 

Klab Malam dan 
Sejenisnya-LO 

172.396.308,12 138.803.595,69 24,20% 172.396.308,12  

4. 

Pacuan Kuda, 

Kendaraan Bermotor, 
Permainan 

Ketangkasan-LO 

141.264.142,50 131.521.987,50 7,41% 141.264.142,50  

5. 

Panti Pijat, Refleksi, 
Mandi Uap/Spa dan 

Pusat Kebugaran 
(Fitnes Center)-LO 

7.056.000,00 5.842.500,00 20,77% 7.056.000,00  

6. 
Kolam 
Renang/Pemandian-

LO 

5.562.000,00 4.961.250,00 12,11% 5.562.000,00  

7. Insidentil-LO 11.251.500,00 74.605.500,00 -84,92% 11.251.500,00  

Jumlah 1.911.045.842,62 1.888.362.735,19 1,20% 1.911.045.842,62  

 

4) Pajak Reklame-LO 

Pajak reklame-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.056.954.258,27 terdiri dari: 
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Tabel 155. Rincian Pendapatan Pajak Reklame – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1. 

Reklame Papan atau 

Bill Board atau 
Videotron atau 

Megatron-LO 

888.114.453,97  1.169.648.323,95  -24,07% 504.437.242,00  

2. Reklame Kain-LO 166.254.179,30  200.827.345,51  -17,22% 172.436.963,00  

3. 
Reklame 
Melekat/Stiker- LO 

                          -    15.166.666,67  -100,00%                            -    

5. Reklame Berjalan-LO 2.585.625,00  1.918.277,00  34,79% 2.601.000,00  

Jumlah 1.056.954.258,27  1.387.560.613,13  -23,83% 679.475.205,00  

Selisih antara pendapatan pajak reklame LO dan pendapatan pajak reklame LRA 
adalah adanya piutang pajak reklame tahun 2018 sebesar Rp589.136.776,00 yang 
belum dibayar sampai dengan tahun 2019 dan juga pendapatan diterima di muka tahun 
2018 sebesar Rp474.821.730,05 serta pendapatan diterima dimuka tahun 2019 sebesar 
Rp97.342.676,78. 

5) Pajak Penerangan Jalan-LO 

Pajak penerangan jalan - LO tahun 2019 sebesar Rp13.024.315.148,00 mengalami 

kenaikan Rp365.340.576,00 atau 2,89% dibandingkan dengan pajak penerangan jalan 

tahun 2018 yakni sebesar Rp12.658.974.572,00. Pendapatan pajak penerangan jalan 

LO dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar 

Rp13.024.315.148,00. 

6) Pajak Parkir-LO 

Pajak parkir-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.013.426.540,00 mengalami kenaikan 

Rp64.757.900,00 atau 6,83% dibandingkan dengan pajak parkir tahun 2018 yakni 

sebesar Rp948.668.640,00. Pendapatan pajak parkir LO dan pendapatan pajak parkir 

LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp1.013.426.540,00. 

7) Pajak Air Tanah-LO 

Pajak air tanah-LO pada tahun 2019 sebesar Rp288.835.060,00 mengalami kenaikan 

Rp24.359.516,00 atau sebesar 9,21% dibandingkan dengan pajak air tanah tahun 2018 

yakni sebesar Rp264.475.544,00. Sedangkan pendapatan pajak air tanah LRA sebesar 

Rp286.372.960,00. Selisih antara Pendapatan pajak parkir LO dan pendapatan pajak 

parkir LRA adalah adanya piutang pendapatan pajak air tanah tahun 2018 sebesar 

Rp10.256.497,00 dan piutang pajak air tanah tahun 2019 sebesar Rp12.718.597,00. 

8) Pajak Mineral Bukan Logam  Batuan-LO 

Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp0,00 mengalami 

penurunan 100% dibandingkan dengan pajak mineral bukan logam dan lainnya tahun 

2018 yakni sebesar Rp85.191.490,00. 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan-LO pada tahun 2019 sebesar 

Rp13.391.421.612,00 mengalami kenaikan  Rp2.858.170.751,00 atau sebesar 0,72% 

dibandingkan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 

yakni sebesar Rp13.296.123.446,00. Sedangkan pendapatan pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LRA sebesar Rp10.533.250.861,00. Selisih antara 

Pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LO dan pendapatan 
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pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan LRA adalah adanya piutang 

pendapatan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 sebesar 

Rp19.073.582.533,00 dan piutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

tahun 2019 sebesar Rp21.473.578.341,00 serta koreksi kurang atas piutang pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 sebesar Rp458.174.943,00. 

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-LO pada tahun 2019 sebesar 

Rp13.119.362.425,00 mengalami penurunan Rp1.408.095.172,00 atau sebesar 12,02% 

dibandingkan dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2018 sebesar 

Rp11.711.267.253,00. Pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan LO dan pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

LRA tidak ada perbedaan yaitu sebesar Rp13.119.362.425,00. 

 

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp10.383.041.650,59  pada tahun 2019 

mengalami penurunan sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya, Dari ketiga jenis 

pendapatan retribusi, retribusi jasa usaha-LO mengalami peningkatan terbesar 25,40%, 

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut: 

Tabel 156. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1. Retribusi Jasa Umum-LO 7.441.371.093,00 7.312.038.594,86 1,77% 6.972.496.013,00  

2. Retribusi Jasa Usaha-LO 1.696.254.960,12 1.352.623.491,33 25,40% 1.679.863.900,12  

3. 
Retribusi Perizinan 

Tertentu-LO 
1.245.415.597,47 1.731.113.534,21 -28,06% 1.245.415.597,47  

Jumlah 10.383.041.650,59 10.395.775.620,40 -0,12% 9.897.775.510,59  

Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah-LO adalah sebagai berikut: 

1) Retribusi Jasa Umum-LO 
Retribusi jasa umum-LO tahun 2018 sebesar Rp7.441.371.093,00 terdiri dari: 

Tabel 157. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ 
Kebersihan-LO 

410.221.000,00  380.005.090,00  7,95% 384.541.000,00  

2 

Retribusi Pelayanan 

Parkir Di Tepi Jalan 
Umum-LO 

4.248.310.000,00  4.120.317.442,86  3,11% 4.248.310.000,00  

3 
Retribusi Pelayanan 

Pasar-LO 
2.357.790.093,00  2.344.600.562,00  0,56% 1.914.595.013,00  

4 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor-
LO 

416.550.000,00  466.070.000,00  -10,63% 416.550.000,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

5 

Retribusi 

Pengendalian Menara 
Telekomunikasi-LO 

                           -    1.045.500,00  -100,00%                            -    

6 
Retribusi Pelayanan 
Tera/ Tera Ulang-LO 

8.500.000,00                             -    100,00% 8.500.000,00  

Jumlah 7.441.371.093,00  7.312.038.594,86  1,77% 6.972.496.013,00  

2) Retribusi Jasa Usaha-LO 
Retribusi jasa usaha-LO sebesar Rp1.696.254.960,12 terdiri dari: 

Tabel 158. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah-LO 

1.380.314.892,00 1.038.810.991,33 32,87% 1.363.923.832,00  

2 
Retribusi Tempat 
Khusus Parkir-LO 

105.367.500,00 115.274.000,00 -8,59% 105.367.500,00  

3 
Retribusi  Rumah 
Potong Hewan-LO 

108.948.000,00 110.740.000,00 -1,62% 108.948.000,00  

4 

Retribusi Tempat 

Rekreasi dan 

Olahraga-LO 

101.624.568,12 87.798.500,00 15,75% 101.624.568,12 

Jumlah 1.696.254.960,12 1.352.623.491,33 25,40% 1.679.863.900,12  

3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO 
Retribusi perizinan tertentu-LO sebesar Rp1.245.415.597,47 dengan rincian sebagai 
berikut: 

Tabel 159. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Retribusi Ijin 
Mendirikan Bangunan 

(IMB)-LO 

1.227.779.356,47 1.431.944.845,26 -14,26% 1.227.779.356,47  

2 

Retribusi Izin 

Gangguan/ 
Keramaian-LO 

16.581.241,00 297.753.688,95 -94,43% 16.581.241,00  

3 
Retribusi Izin Trayek-
LO 

1.055.000,00 1.415.000,00 -25,44% 1.055.000,00  

Jumlah 1.245.415.597,47 1.731.113.534,21 -28,06% 1.245.415.597,47  

 

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 160. Perhitungan Pendapatan Retribusi – LO 

No. Uraian 
LRA 

Piutang 2018                             Piutang 2019 
Pendapatan 

Diterima 

Dimuka 2018 

LO 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 = 3-4+5+6 

1 

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ 
Kebersihan-LO 

384.541.000,00  186.760.000,00  212.440.000,00  
 

410.221.000,00  

2 

Retribusi Pelayanan 

Parkir Di Tepi Jalan 

Umum-LO 

4.248.310.000,00        4.248.310.000,00  

3 
Retribusi Pelayanan 
Pasar-LO 

1.914.595.013,00  2.256.224.627,00  2.684.219.707,00  15.200.000,00  2.357.790.093,00  

4 

Retribusi Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor-LO 

416.550.000,00        416.550.000,00  

5 

Retribusi Pelayanan 

Tera/ Tera Ulang-
LO 

8.500.000,00        8.500.000,00  

6 

Retribusi 

Pemakaian 
Kekayaan Daerah-

LO 

1.363.923.832,00      16.391.060,00  1.380.314.892,00  

7 
Retribusi Tempat 

Khusus Parkir-LO 
105.367.500,00        105.367.500,00  

8 
Retribusi  Rumah 

Potong Hewan-LO 
108.948.000,00        108.948.000,00  

9 

Retribusi Tempat 

Rekreasi dan 
Olahraga-LO 

101.624.568,12        101.624.568,12  

10 
Retribusi Ijin 
Mendirikan 

Bangunan (IMB)-LO 

1.227.779.356,47        1.227.779.356,47  

11 

Retribusi Izin 

Gangguan/ 
Keramaian-LO 

16.581.241,00        16.581.241,00  

12 
Retribusi Izin 
Trayek-LO 

1.055.000,00        1.055.000,00  

Jumlah 9.897.775.510,59  2.442.984.627,00  2.896.659.707,00  31.591.060,00  10.383.041.650,59  

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp5.538.204.979,49 

merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu: 

Tabel 161. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. 

Bagian laba atas penyertaan 

modal pada perusahaan 
daerah - LO 

3.288.104.763,11  3.179.246.219,10  3,42% 3.288.104.763,11  

2. 
Bagian Laba atas 
Penyertaan Modal pada 

BUMD -LO 

2.250.100.216,38  645.713.908,42  248,47% 1.368.802.103,65  

Jumlah 5.538.204.979,49 3.824.960.127,52  44,79% 4.656.906.866,76  
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Perbedaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dengan 

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Pendapatan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan-

LRA 

4.656.906.866,76 

Koreksi atas penilaian dengan metode 
ekuitas 31 Desember 2018 

(31.750.488.910,84) 

Saldo penyertaan  modal TA 2019 1.351.024.889,90 

Koreksi atas Nilai Ekuitas PT. BPRS 
Tahun 2019 

1.280.762.133,67 

Pendapatan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan-

LO 

5.538.204.979,49 

 

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO 

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah-LO tahun 2019 sebesar  

Rp101.804.221.215,47 terdiri dari: 

Tabel 162. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. 
Hasil Penjualan Aset Daerah yang 
Tidak Dipisahkan-LO 

-  239.618.910,00 -100,00% 283.455.713,00 

2. Jasa Giro-LO 2.795.645.073,62 1.507.820.743,50 85,41% 2.795.645.073,62 

3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO 63.348.398,91 403.639.320,04 -84,31% 63.348.398,91 

4. 
Pendapatan Denda Atas 
Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan-LO 

54.300.636,44 88.169.620,04 -38,41% 54.300.636,44 

5. Pendapatan Denda Pajak-LO 307.735.191,79 285.302.322,74 7,86% 307.735.191,79 

6. Pendapatan Denda Retribusi-LO 337.931,88 788.431,88 -57,14% 337.931,88 

7. 
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas 
Jaminan-LO 

486.123.596,35 36.462.150,00 1233,23% 208.429.896,35 

8. Pendapatan dari Pengembalian-LO 1.319.488.452,79 6.161.690.190,16 -78,59% 1.340.222.757,51 

9. 
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan 
Daerah-LO 

921.984.628,48 607.864.516,00 51,68% 903.642.800,00 

10. Pendapatan BLUD-LO 85.598.389.286,21 86.795.626.218,81 -1,38% 110.311.640.777,21 

11. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO 64.649.104,00 124.254.501,20 -47,97% 64.649.104,00 

12. Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO 10.192.218.915,00 10.083.365.000,00 1,08% 10.192.218.915,00 

13. Pendapatan Dana BOS Nasional-LO -  153.000.000,00 -100,00% -  

Jumlah 101.804.221.215,47 106.487.601.924,37 -4,40% 126.525.627.195,71 

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 
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1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO 

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-LO sebesar Rp0,00 terdiri dari: 

Tabel 163. Rincian Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Hasil Penjualan 
Peralatan/Mesin-LO 

0,00  207.709.510,00  -100,00% 195.809.713,00  

2 
Hasil Penjualan Gedung dan 

Bangunan-LO 
0,00  31.909.400,00  -100,00% 87.646.000,00  

Jumlah 0,00  239.618.910,00  -100,00% 283.455.713,00  

Selisih antara pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan LO dan 
LRA adalah pengurangan sebesar Rp283.455.713,00 yang disebabkan adanya koreksi 
atas pendapatan penjualan aset tetap yang dicatat pada akun Lain-lain PAD yang Sah –
LO. 

2) Jasa Giro-LO 

Jasa giro-LO tahun 2019 sebesar Rp2.795.645.073,62 terdiri dari: 

Tabel 164. Rincian Jasa Giro– LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Jasa Giro Kas Daerah 

- LO 
2.732.826.462,22  1.471.699.044,33  85,69% 2.732.826.462,22  

2 
Jasa Giro Kas 

Bendahara - LO 
62.818.611,40  36.121.699,17  73,91% 62.818.611,40  

Jumlah 2.795.645.073,62  1.507.820.743,50  85,41% 2.795.645.073,62  

Tidak ada perbedaan Pendapatan Jasa Giro LO dan Pendapatan Jasa Giro LRA 

3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO 

Tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp63.348.398,91 terdiri dari : 

Tabel 165. Rincian Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Terhadap Bendahara - LO 
63.348.398,91  403.639.320,04  -84,31% 63.348.398,91  

2 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara- LO 

-    -    - -    

Jumlah 63.348.398,91  403.639.320,04  -84,31% 63.348.398,91  

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah LO dan 
LRA. 

4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO 

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar 

Rp54.300.636,44 terdiri dari: 
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Tabel 166. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 Bidang Pendidikan-LO 26.258.427,00  382.000,00  6773,93% 26.258.427,00  

2 
Bidang Pekerjaan Umum-

LO 
28.042.209,44  87.697.549,64  -68,02% 

28.042.209,44  

3 
Bidang Lingkungan 
Hidup-LO 

                             
-    

90.070,40  -100,00% 
                              

-    

Jumlah 54.300.636,44  88.169.620,04  -38,41% 54.300.636,44  

Tidak ada perbedaan antara pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan LO dan LRA. 

5) Pendapatan Denda Pajak-LO 

Pendapatan denda pajak-LO sebesar Rp307.735.191,79 terdiri dari: 

Tabel 167. Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Pendapatan Denda Pajak Hotel 515.923,50  -    100,00% 515.923,50  

2 Pendapatan Denda Pajak Restoran 18.051.634,03  -    100,00% 18.051.634,03  

3 Pendaptan Denda Pajak Hiburan 3.101.101,66  -    100,00% 3.101.101,66  

4 
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan 

Bermotor-LO 
-    3.967.448,18  -100,00% -    

5 
Pendapatan Denda Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor-LO 
-    5.278.557,56  -100,00% -    

6 Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO 499.866,00  683.853,60  -26,90% 499.866,00  

7 
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-

LO 
881.751,60  772.700,40  14,11% 881.751,60  

8 

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan-LO 

284.684.915,00  274.599.763,00  3,67% 284.684.915,00  

Jumlah 307.735.191,79  285.302.322,74  7,86% 307.735.191,79  

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan denda pajak LO dan LRA 

6) Pendapatan Denda Retribusi-LO 

Pendapatan denda retribusi-LO sebesar Rp337.931,88 terdiri dari Pendapatan Denda 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO sebesar Rp337.931,88, Hal ini mengalami 

penurunan sebesar 57,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

Rp788.431,88. Tidak ada perbedaan antara pendapatan denda retribusi LO dan LRA. 

7) Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LO 

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan-LO sebesar Rp486.123.596,35 terdiri dari Hasil 

Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan-LO, Hal ini mengalami peningkatan 

sebesar 1233,23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 

Rp36.462.150,00. Selisish antara pendapatan hasil eksekusi atas jaminan LO dan LRA 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA           208.429.896,35  

Pengakuan Piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan 

putus kontrak pada pada SKPD berikut :  

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang             75.579.000,00  

- Kelurahan Magersari             20.847.250,00  

- Kelurahan Prajurit Kulon             40.480.100,00  

- Kelurahan Mentikan             45.388.300,00  

- Kelurahan Gunung Gedangan             95.399.050,00  

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO           486.123.596,35  

8) Pendapatan Dari Pengembalian-LO 

Pendapatan dari pengembalian-LO sebesar Rp1.319.488.452,79 terdiri dari: 

Tabel 168. Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Pendapatan dari Pengembalian 

Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO 
479.415.991,00 113.210.014,00 323,47% 479.415.991,00 

2 
Pendapatan dari Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Gaji dan 

Tunjangan-LO 

10.507.536,00 10.577.932,00 -0,67% 10.507.536,00 

3 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran 
Perjalanan Dinas-LO 

13.365.437,00 3.576.000,00 273,75% 13.365.437,00 

4 
Pendapatan dari Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran Dana 

BOS 

62.975.400,00 59.182.700,00 6,41% 62.975.400,00 

5 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran 
Pembangunan/Rehabilitasi 

Gedung/ Jalan/ Jaringan 

702.515.903,79 5.317.575.881,16 -86,79% 723.250.208,51 

6 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran 
Honorarium 

10.441.870,00 31.929.900,00 -67,30% 10.441.870,00 

7 
Pendapatan dari Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Uang 

Transport 

13.744.710,00 7.488.750,00 83,54% 13.744.710,00 

8 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Belanja 
Listrik, Telepon/ internet da Air 

5.829.580,00 -    100,00% 5.829.580,00 

9 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Uang 

Lembur 

10.650.000,00 -    100,00% 10.650.000,00 

10 
Pendapatan dari Pengembalian 
Kelebihan Pembelian 

Barang/Peralatan 

7.880.325,00 122.254.155,00 -93,55% 7.880.325,00 

11 

Pendapatan dari Pengembalian 

Kelebihan Pembelian Makan 
Minum 

- 451.189.126,00 -100,00% -    

12 
Pendapatan dari Pengembalian 
Dana Hibah 

2.161.700,00 44.705.732,00 -95,16% 2.161.700,00 

Jumlah 1.319.488.452,79 6.161.690.190,16 -78,59% 1.340.222.757,51 

Selisih antara pendapatan dari pengembalian LO dan LRA adalah adanya koreksi 
kekurangan volume yang dibayar tahun 2019 dan diakui sebagai pendapatan – Pekerjaan 

Kontruksi Jalan Lingkungan paket 1 di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit 
Kulon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp20.734.304,72. 
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9) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO 

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO tahun 2019 sebesar 

Rp921.984.628,48 mengalami peningkatan sebesar Rp314.120.112,48 atau sebesar  

51,68%  dibandingakan dengan hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa tahun 2018 

yakni sebesar Rp607.864.516,00. Selisih antara pendapatan hasil dari pemanfaatan 

kekayaan daerah sewa LO dan LRA adalah koreksi atas piutang dan pendapatan atas 

pendapatan BGS CV. Sari Alam sebesar Rp18.341.828,48. 

10) Pendapatan BLUD-LO 

Pendapatan BLUD-LO tahun 2019 sebesar Rp85.598.389.286,21 terdiri dari : 

Tabel 169. Rincian Pendapatan BLUD – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
Pendapatan Jasa Layanan 

Umum BLUD- LO 
81.298.180.899,00  84.193.886.877,61  -3,44% 106.009.153.890,00  

2 Pendapatan Lain-Lain- LO 4.300.208.387,21  2.601.739.341,20  65,37% 4.302.486.887,21  

Jumlah 85.598.389.286,21 86.795.626.218,81  -1,38% 110.311.640.777,21  

Perbedaan antara pendapatan jasa layanan umum BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pendapatan Jasa Layanan BLUD - LRA 110.311.640.777,21 
Piutang 2018 -9.026.421.381,00 

Piutang 2019 17.065.155.627,00 
Koreksi Atas Piutang 2018 -32.749.707.237,00 

Koreksi atas sisa pendapatan dan beban prolanis 

yang belum diakui pada :  
- Puskesmas Kedundung 16.380.000,00 

- Puskesmas Gedongan 12.209.500,00 

- Puskesmas Wates 25.286.000,00 

- Puskesmas Blooto 12.996.000,00 

Koreksi Pendapatan Dimuka atas Sewa ATM BNI 

pada RSUD BLUD 
-50.400.000,00 

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka atas 

Penyediaan Fasilitas Komunikasi oleh PT MAC 

Sarana Djaya pada RSUD BLUD 

-18.750.000,00 

Pendapatan Jasa Layanan BLUD - LO 85.598.389.286,21 

11) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya –LO 

Lain-lain PAD yang sah lainnya–LO sebesar Rp64.649.104,00 mengalami penurunan 

sebesar Rp 59.605.397,20 atau sebesar 47,97% dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang 

sah lainnya-LO tahun 2018 yakni sebesar Rp124.254.501,20. Tidak ada perbedaan antara 

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya LO dan LRA. 

12) Dana Kapitasi JKN-LO 

Dana kapitasi JKN-LO sebesar Rp 10.192.218.915,00 mengalami kenaikan 

Rp108.853.915,00 atau sebesar 1,08% dibandingkan dengan dana kapitasi JKN-LO tahun 

2018 yakni sebesar Rp10.083.365.000,00. Tidak ada perbedaan antara pendapatan dana 

kapitasi JKN LO dan LRA. 
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5.4.1.2 Pendapatan Transfer -LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 698.067.426.025,00  676.641.282.403,00 

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada tahun 

2019 adalah sebesar Rp698.067.426.025,00, yang terdiri dari: 

 

Tabel 170. Rincian Pendapatan Transfer – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Transfer Pemerintah Pusat-

LO 
579.232.453.480,00 547.685.843.773,00 5,76% 557.178.261.665,00  

2. 
Transfer Pemerintah Pusat 
Lainnya-LO 

34.465.714.000,00 66.750.000.000,00 -48,37% 34.465.714.000,00  

3. 
Transfer Pemerintah Daerah 

Lainnya-LO 
83.458.744.495,00 61.298.997.130,00 36,15% 85.361.257.127,00  

4. Bantuan Keuangan-LO 910.514.050,00 906.441.500,00 0,45% 1.106.059.000,00  

Jumlah 698.067.426.025,00 676.641.282.403,00  3,17% 678.111.291.792,00  

Rincian masing-masing jenis pendapatan transfer-LO adalah sebagai berikut: 

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LO 

Transfer pemerintah pusat -LO sebesar Rp579.232.453.480,00 terdiri dari: 

Tabel 171. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Bagi Hasil Pajak-LO 37.232.625.656,00 32.470.027.681,00  14,67% 26.431.801.177,00  

2 
Bagi Hasil Bukan Pajak / 
Sumber Daya Alam-LO 

66.205.306.287,00 62.024.834.427,00  6,74% 54.951.938.951,00  

3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO 414.394.006.000,00 378.916.109.000,00  9,36% 414.394.006.000,00  

4 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO 61.400.515.537,00 74.274.872.665,00  -17,33% 61.400.515.537,00  

Jumlah 579.232.453.480,00 547.685.843.773,00  5,76% 557.178.261.665,00  

1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO 

Dana bagi hasil pajak-LO tahun 2019 sebesar Rp37.232.625.656,00 terdiri dari: 

Tabel 172. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Pertambangan 

– LO 

1.548.654.899,00  600.342.986,00  157,96% 515.370.800,00  

2 

Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 

WP Orang Pribadi Dalam Negeri 
dari PPh Pasal 21 – LO 

1.994.133.773,00  2.024.044.915,00  -1,48% 799.660.200,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

3 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
– LO 

17.385.092.195,00  13.538.254.000,00  28,41% 14.096.570.877,00  

4 

Bagi Hasil PBB Bagian 

Pemerintah Pusat yang 
dikembalikan Sama Rata ke 

Kabupaten/Kota – LO 

3.395.812.269,00  3.235.257.970,00  4,96% 3.002.530.400,00  

5 
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan 
PPh Pasal 21-LO 

12.848.928.245,00  12.769.380.224,00  0,62% 7.999.541.400,00  

6 
Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut 
(Minyak Bumi dan Gas Bumi) –LO 

59.792.475,00  300.916.397,00  -80,13% 17.915.700,00  

7 
Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut  ( 
NonMinyak Bumi dan Gas Bumi) –

LO 

211.800,00  1.831.189,00  -88,43% 211.800,00  

Jumlah 37.232.625.656,00 32.470.027.681,00  14,67% 26.431.801.177,00  

Selisih antara pendapatan dana bagi hasil pajak LRA dan LO dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA 

 

26.431.801.177,00 

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 

  - Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 
Sektor Pertambangan 2019 

1.033.284.099,00  

 - Piutang Bagi Hasil Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang 

Pribadi Dalam Negeri dari PPh Pasal 21 2019 
1.194.473.573,00  

 - Piutang Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2017 2018 (13.298.877,00) 

 - Piutang Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang 

dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota 2019 
393.281.869,00  

 
- Piutang Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 2019 4.849.386.845,00  

 - Piutang Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut (Minyak Bumi dan Gas 

Bumi) 2019 
41.876.775,00  

 

 
 

7.499.004.284,00 

Koreksi atas pengakuan Pendapatan Transfer Tahun 
2019  

3.301.820.195,00 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO 

 

37.232.625.656,00 

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam-LO 

Dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam-LO tahun 2019 sebesar 

Rp66.205.306.287,00 terdiri dari: 

Tabel 173. Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
Bagi Hasil dari Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan – LO 

234.970.292,00  250.178.053,00  -6,08% 140.982.000,00  

2 
Bagi Hasil dari Pungutan 

Pengusahaan Perikanan – LO 
931.411.605,00  701.234.591,00  32,82% 590.155.800,00  

3 
Bagi Hasil dari SDA Minyak 
Bumi -LO 

58.868.763.192,00  57.809.745.944,00  1,83% 49.252.945.862,00  

4 
Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi-

LO 
4.752.965.960,00  2.553.938.475,00  86,10% 4.365.124.816,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

6 
Bagi Hasil dari Pertambangan 
Panas Bumi -LO 

31.644.348,00  31.203.994,00  1,41% 34.775.673,00  

7 
Bagi Hasil SDA Mineral dan 
Batu Bara - LO 

1.385.550.890,00  678.533.370,00  104,20% 567.954.800,00  

Jumlah 66.205.306.287,00  62.024.834.427,00  6,74% 54.951.938.951,00  

Selisih antara pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam LO dan 
LRA dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA  
54.951.938.951,00  

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak 
  

- Piutang Bagi Hasil dari Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan 2019 
93.988.292,00  

 
- Piutang Bagi Hasil dari Pungutan 
Pengusahaan Perikanan 2019 

341.255.805,00  
 

- Piutang Bagi Hasil dari SDA Minyak 
Bumi 2019 

16.931.638.792,00  
 

- Piutang Bagi Hasil dari SDA Minyak 
Bumi  2017 2018 

(7.315.821.462,00) 
 

- Piutang Bagi Hasil dari SDA Gas 
Bumi 2019 

1.930.271.960,00  
 

- Piutang Bagi Hasil dari SDA Gas 
Bumi  2017 2018 

(1.542.430.816,00) 
 

- Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan 
Panas Bumi 2019 

8.027.048,00  
 

- Piutang Bagi Hasil dari Pertambangan 
Panas Bumi 2017 2018 

(11.158.373,00) 
 

- Piutang Bagi Hasil SDA Mineral dan 
Batu Bara 2019 

817.596.090,00  
 

 
 

11.253.367.336,00  

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO  
66.205.306.287,00  

3) Dana Alokasi Umum-LO 

Dana alokasi umum-LO pada tahun 2019 sebesar Rp414.394.006.000,00 mengalami 

kenaikan sebesar Rp35.477.897.000,00 atau 9,36%  dibandingkan dana alokasi umum 

tahun 2018 yakni sebesar Rp378.916.109.000,00. Tidak ada perbedaan antara 

pendapatan dana alokasi umum LO dan LRA. 

4) Dana Alokasi Khusus-LO  

Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2019sebesar Rp61.400.515.537,00 mengalami 

penurunan sebesar Rp12.874.357.128,00  atau -17,33% dibandingkan dana alokasi 

khusus-LO tahun 2018 sebesar Rp74.274.872.665,00 terdiri dari: 
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Tabel 174. Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Dana Alokasi Khusus 
Fisik - LO 

22.360.824.884,00  32.514.880.013,00  -31,23% 22.360.824.884,00  

2 
Dana Alokasi Khusus 

Non Fisik - LO 
39.039.690.653,00  41.759.992.652,00  -6,51% 39.039.690.653,00  

Jumlah 61.400.515.537,00  74.274.872.665,00  -17,33% 61.400.515.537,00  

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO dan LRA. 

Dana Alokasi Khusus Fisik -LO tahun 2019 sebesar Rp22.360.824.884,00 terdiri dari: 

Tabel 175. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO 3.203.001.500,00  3.117.441.000,00  2,74% 

2 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LO 389.861.000,00  535.683.750,00  -27,22% 

3 DAK Bidang Kesehatan – LO 5.889.909.522,00  6.932.541.700,00  -15,04% 

4 DAK Bidang Perdagangan - LO 2.427.617.000,00  9.223.389.763,00  -73,68% 

5 
DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 
Tertinggal (SPDT) – LO 

1.413.600.000,00  416.000.000,00  239,81% 

6 DAK Bidang Pendidikan – LO 2.045.234.812,00  2.333.823.800,00  -12,37% 

7 DAK Bidang Air Minum – LO                                -    2.030.000.000,00  -100,00% 

8 DAK Bidang Sanitasi – LO                                -    7.450.000.000,00  -100,00% 

9 
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan - LO 

                               -    476.000.000,00  -100,00% 

10 
DAK Bidang Keselamatan Transportasi 

Darat - LO 
2.756.250.000,00                                 -    100,00% 

11 
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan - LO 
745.800.000,00                                 -    100,00% 

12 DAK Bidang Pasar - LO 3.489.551.050,00                                 -    100,00% 

Jumlah 22.360.824.884,00  32.514.880.013,00  -31,23% 

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO tahun 2019 sebesar             

Rp39.039.690.653,00 terdiri dari: 

Tabel 176. Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP 
PAUD) – LO 

3.342.000.000,00  3.272.400.000,00  2,13% 

2 Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO 30.475.061.400,00  32.813.335.985,00  -7,13% 

3 
Tambahan Penghasilan Guru PNSD-
LO 

119.750.000,00  157.500.000,00  -23,97% 

4 Bantuan Operasional Kesehatan – LO 2.594.603.330,00  4.547.680.000,00  -42,95% 

5 Bantuan Operasional KB – LO 361.657.850,00  430.136.550,00  -15,92% 
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

6 
Dana Pelayanan Administrasi 
Kependudukan - LO 

730.448.073,00  538.940.117,00  35,53% 

7 
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan 
Kesetaraan - LO 

384.000.000,00                                 -    100,00% 

8 
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi 
dan UKM - LO 

380.000.000,00                                 -    100,00% 

9 Dana Pelayanan Kepariwisataan - LO 652.170.000,00                                 -    100,00% 

Jumlah 39.039.690.653,00  41.759.992.652,00  -6,51% 

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO 

Transfer pemerintah pusat lainnya-LO pada tahun 2019 sebesar Rp34.465.714.000,00 

terdiri dari dana penyesuaian lainnya-LO, Hal ini mengalami penurunan sebesar                       

Rp32.284.286.000,00 atau 48,37% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 

Rp66.750.000.000,00. Tidak ada perbedaan antara Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – 

LO dan LRA. 

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO pada tahun 2019 sebesar Rp83.458.744.495,00 

terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Hal ini mengalami kenaikan sebesar 

Rp22.159.747.365,00 atau 36,15% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 

Rp61.298.997.130,00. Perbedaan antara pendapatan pemerintah daerah lainnya LO dan 

LRA dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya LRA 

    

85.361.257.127,00  

Piutang 2018 
    
(4.950.871.484,00) 

Piutang 2019 
      
3.048.358.852,00  

Pendapatan Transfer Pemerintah 

Daerah Lainnya LO 

    

83.458.744.495,00  

 

5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan - LO 

Bantuan keuangan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp910.514.050,00 terdiri dari bantuan 

keuangan dari pemerintah daerah provinsi, Hal ini mengalami kenaikan sebesar 

Rp4.072.550,00 atau 0,45% dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 

Rp906.441.500,00. Selisih antara pendapatan Bantuan Keuangan LO dan LRA dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
Bantuan Keuangan - LRA 1.106.059.000,00 

Koreksi atas sisa 
bantuan keuangan yang 
belum di akusi sebagai 

utang pada : 
  

- Dinas Pendidikan (99.785.450,00) 
 

- Dinas Kesehatan (90.645.100,00) 
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- Bagian Pemerintahan  (5.114.400,00) 
 

  
(195.544.950,00) 

Bantuan Keuangan - LO 910.514.050,00 

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 21.716.096.304,18  20.606.301.788,21 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO tahun 2019 sebesar Rp21.716.096.304,18 merupakan 

Pendapatan Hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi 

ataupun pihak lainnya, Hal ini mengalami kenaikan sebesar 5,39% atau dibandingkan dengan tahun 

2018 yaitu sebesar Rp20.606.301.788,21. 

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO 

Pendapatan Hibah-LO pada tahun 2019 sebesar Rp21.716.096.304,18 terdiri dari: 

Tabel 177. Rincian Pendapatan Hibah – LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1. 
Pendapatan Hibah dari 
Pemerintah-LO 

2.277.283.400,00  -    100,00% 
                               

-    

2. 
Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Daerah Lainnya-LO 
4.254.432.907,00  5.628.864.717,37  -24,42% 

                               

-    

3. 
Pendapatan Hibah dari 
Badan/Lembaga/Organisasi 

Swasta Dalam Negeri 

25.200.000,00  172.500.000,00  -85,39% 
                               

-    

4. 
Pendapatan Hibah Dana BOSNAS 

Jenjang SD dan SMP - LO 
15.159.179.997,18  14.804.937.070,84  2,39% 15.159.179.997,18  

JUMLAH 21.716.096.304,18  20.606.301.788,21  5,39% 15.159.179.997,18  

 

5.4.2 Beban Operasional 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 836.163.137.981,76  816.147.022.227,99 

 

Pengakuan beban pada Tahun 2019 sebesar Rp836.163.137.981,76 dapat dirinci sebagai berikut: 

Tabel 178. Rincian Beban Operasional 

No. Uraian 
2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Pegawai-LO 314.045.648.315,50 309.167.678.433,00 1,58% 

2 Beban Persediaan 109.964.100.720,82 112.095.164.321,01 -1,90% 

3 Beban Jasa 195.379.098.005,58 185.707.198.700,69 5,21% 

4 Beban Pemeliharaan 17.157.359.553,97 14.348.181.649,20 19,58% 
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No. Uraian 
2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

5 Beban Perjalanan Dinas 35.551.595.139,51 33.840.074.445,00 5,06% 

6 Beban Hibah 40.069.027.878,67 35.595.264.670,00 12,57% 

7 Beban Bantuan Sosial 6.658.100.000,00 4.079.950.000,00 63,19% 

8 

Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 111.118.276.036,01 115.571.058.365,26 -3,85% 

9 Beban Penyisihan Piutang 1.653.026.573,70 1.231.665.570,92 34,21% 

10 Beban Lain-Lain 3.612.212.908,00 3.064.174.627,20 17,89% 

11 Beban Transfer 954.692.850,00 1.446.611.445,71 -34,00% 

Jumlah 836.163.137.981,76 816.147.022.227,99 2,45% 

  

5.4.2.1 Beban Pegawai 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 314.045.648.315,50  309.167.678.433,00 

 

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undanganan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pembentukan modal.  

Nilai beban pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp314.045.648.315,50 mengalami kenaikan sebesar 

Rp4.877.969.882,50 atau 1,58% dibandingkan dengan nilai beban pegawai Tahun 2019 yakni 

sebesar Rp309.167.678.433,00, Pengakuan beban pegawai sebesar Rp314.045.648.315,50 terdiri 

dari: 

Tabel 179. Rincian Beban Pegawai 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Gaji dan Beban 

Tunjangan – LO 
219.761.583.151,00  210.649.063.927,00  4,33% 219.761.583.151,00  

2 
Beban Tambahan 
Penghasilan PNS - LO 

81.256.918.091,50  84.932.472.533,00  -4,33% 81.256.918.091,50  

3 

Beban Penerimaan Lainnya 

Pimp & Angg DPRD serta 
KDH/WKDH - LO 

3.750.000.000,00  3.749.962.450,00  0,00% 3.750.000.000,00  

4 
Beban Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah  
2.059.684.611,00  1.505.181.032,00  36,84% 2.109.171.257,00  

5 
Beban Insentif Pemungutan 

Retribusi Daerah  
280.448.462,00  228.984.567,00  22,47% 277.930.249,00  

6 Beban Uang Lembur - LO 549.849.000,00  685.340.000,00  -19,77% 517.340.000,00  

7 Beban Pegawai BLUD 6.387.165.000,00  7.416.673.924,00  -13,88% 7.133.904.597,00  

8 Beban Pegawai BOSNAS                                -                                   -    0,00% 683.480.000,00  

Jumlah 314.045.648.315,50  309.167.678.433,00  1,58% 315.490.327.345,50  
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Rincian masing-masing Beban Pegawai tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

5.4.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan 

Beban Gaji dan Beban tunjangan sebesar Rp219.761.583.151,00 terdiri dari: 

Tabel 180. Rincian Beban Gaji dan Tunjangan 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Gaji Pokok PNS atau 
Uang Representasi-LO 

139.124.387.343,00 131.960.744.881,00 5,43% 139.124.387.343,00  

2 Beban Tunjangan Keluarga -LO 13.311.754.156,00 12.713.007.847,00 4,71% 13.311.754.156,00  

3 Beban Tunjangan Jabatan -LO 5.536.963.018,00 5.844.443.500,00 -5,26% 5.536.963.018,00  

4 
Beban Tunjangan Fungsional - 

LO 
7.175.248.300,00 7.143.363.000,00 0,45% 7.175.248.300,00  

5 
Beban Tunjangan Fungsional 
Umum - LO 

2.567.210.320,00 2.335.180.000,00 9,94% 2.567.210.320,00  

6 Beban Tunjangan Beras - LO 6.801.034.620,00 6.774.528.900,00 0,39% 6.801.034.620,00  

7 
Beban Tunjangan Pph / Beban 
Tunjangan Khusus - LO 

195.367.750,00 485.618.545,00 -59,77% 195.367.750,00  

8 Beban Pembulatan Gaji -LO 2.034.265,00 1.782.514,00 14,12% 2.034.265,00  

9 
Beban Iuran Jaminan 

Kesehatan - LO 
3.972.666.742,00 3.718.289.213,00 6,84% 3.972.666.742,00  

10 Beban Uang Paket -LO 48.058.500,00 48.111.000,00 -0,11% 48.058.500,00  

11 
Beban Tunjangan Badan 

Musyawarah - LO 
16.245.075,00 17.417.400,00 -6,73% 16.245.075,00  

12 Beban Tunjangan Komisi - LO 29.064.525,00 31.744.125,00 -8,44% 29.064.525,00  

13 
Beban Tunjangan Badan 
Anggaran - LO 

15.514.275,00 16.321.200,00 -4,94% 15.514.275,00  

14 
Beban Tunjangan Badan 
Kehormatan - LO 

5.191.725,00 5.663.700,00 -8,33% 5.191.725,00  

15 
Beban Tunjangan Alat 
Kelengkapan Lainnya - LO 

11.555.775,00 12.606.300,00 -8,33% 11.555.775,00  

16 
Beban Tunjangan Perumahan - 
LO 

3.456.627.900,00 3.080.000.000,00 12,23% 3.456.627.900,00  

17 
Beban Uang Jasa Pengabdian - 

LO 
220.500.000,00 0,00 100,00% 220.500.000,00  

18 
Beban Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD - LO 

201.600.000,00 193.200.000,00 4,35% 201.600.000,00  

19 
Beban Tunjangan Profesi Guru 
– LO 

33.035.016.065,00 31.850.718.300,00 3,72% 33.035.016.065,00  

20 
Tunjangan Bahaya Radiasi – 

LO 
146.700.000,00 40.250.000,00 264,47% 146.700.000,00  

21 Tunjangan Reses – LO 525.000.000,00 787.500.000,00 -33,33% 525.000.000,00  

22 Tunjangan Transportasi 2.269.500.000,00 2.261.000.000,00 0,38% 2.269.500.000,00  

23 
Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja – LO 

272.757.298,00 271.814.872,00 0,35% 272.757.298,00  

24 Iuran Jaminan Kematian 821.585.499,00 1.055.758.630,00 -22,18% 821.585.499,00  

Jumlah 219.761.583.151,00  210.649.063.927,00  4,33% 219.761.583.151,00  
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5.4.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS 

Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp81.256.918.091,50 terdiri dari: 

Tabel 181. Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Tambahan Penghasilan 

berdasarkan Beban kerja 
7.897.526.291,00  153.550.000,00  5043,29% 7.897.526.291,00  

2 
Beban Tambahan Penghasilan 
berdasarkan Kelangkaan Profesi 

243.900.000,00  261.400.000,00  -6,69% 243.900.000,00  

3 

Beban Tambahan Penghasilan 

berdasarkan Pertimbangan Objektif 
Lainnya 

73.115.491.800,50  84.517.522.533,00  -13,49% 73.115.491.800,50 

Jumlah 81.256.918.091,50  84.932.472.533,00  -4,33% 81.256.918.091,50 

5.4.2.1.3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH 

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebesar 

Rp3.750.000.000,00 terdiri dari: 

Tabel 182. Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

    1  

 Beban tunjangan Komunikasi 

Intensif Pimpinan dan Anggota 
DPRD - LO  

3.150.000.000,00  3.150.000.000,00  0,00% 3.150.000.000,00  

    2  
 Beban Penunjang Operasional KDH 
danWKDH - LO  

600.000.000,00  599.962.450,00  0,01% 600.000.000,00  

 Jumlah  3.750.000.000,00  3.749.962.450,00  0,00% 3.750.000.000,00  

 

5.4.2.1.4 Beban Insentif Pemungutan Pajak 

Beban pemungutan pajak tahun 2019 sebesar Rp 2.059.684.611,00 atau mengalami 

penurunan sebesar Rp 554.503.579,00 atau 36,84% dibandingkan dengan beban 

pemungutan pajak tahun 2018 yakni sebesar Rp1.505.181.032,00, merupakan beban 

pemungutan pajak Kendaraan Bermotor. Selisih antara  beban insentif pemungutan pajak 

dan belanja insentif pemungutan pajak adalah sebagai berikut: 

Belanja Insentif pemungutan Pajak  2.109.171.257,00  

Utang 2018 -    538.063.057,00  

Utang 2019      488.576.411,00  

Beban Insentif Pemungutan Pajak  2.059.684.611,00  

 

5.4.2.1.5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi 

Beban insentif pemungutan retribusi daerah tahun 2019 sebesar                       

Rp280.448.462,00 terdiri dari : 
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Tabel 183. Rincian Beban Insentif Pemungutan Retribusi 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
Beban Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah – Pelayanan Pasar –LO 

-  186.687.147,00  -100,00% -  

2 

Beban Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah – Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran–LO 

-  17.932.375,00  -100,00% - 

3 

Beban Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah – Izin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol –LO 

-  33.373.620,00  -100,00% -  

4 
Beban Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah – Izin Trayek –LO 

-  6.190.000,00  -100,00% -  

5 

 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah - Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan - LRA  

9.191.400,00  -  100,00% 9.191.400,00  

6 

 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum - LRA  

202.201.317,00  -  100,00% 199.992.729,00  

7 

 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor 
- LRA  

15.291.500,00  -  100,00% 14.981.875,00  

8 

 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 

Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - 
LRA  

53.764.245,00  -  100,00% 53.764.245,00  

 Jumlah  280.448.462,00  244.183.142,00  14,85% 277.930.249,00  

5.4.2.1.6 Beban Uang Lembur 

Beban uang lembur tahun 2019 sebesar Rp549.849.000,00 atau mengalami penurunan 

sebesar Rp135.491.000,00 atau 19,77% dibandingkan dengan uang lembur tahun 2018 

yakni sebesar Rp685.340.000,00. Selisih antara beban uang lembur dan belanja uang 

lembur sebesar Rp32.059.000,00 merupakan belanja uang lembur BLUD pada RSU 

Dr.Wahidin Sudiro Husodo. Belanja uang lembur pada LRA sebesar Rp517.340.000,00. 

5.4.2.1.7 Beban Pegawai BLUD 

Beban Pegawai BLUD tahun 2019 sebesar Rp6.387.165.000,00 atau mengalami 

penurunan sebesar Rp1.029.508.924,00 atau 13,88% dibandingkan dengan beban 

pegawai BLUD tahun 2018 yakni sebesar Rp7.416.673.924,00. 

5.4.2.1.8 Beban Pegawai BOSNAS 

Beban Pegawai BOSNAS tahun 2019 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp0,00 dibandingkan dengan beban pegawai BOSNAS tahun 2018 yakni sebesar 0,00. 

5.4.2.2 Beban Persediaan 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 109.964.100.720,82  112.095.164.321,01 

 

Beban Persediaan sebesar Rp109.964.100.720,82 terdiri dari: 
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Tabel 184. Rincian Beban Persediaan 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Bahan Pakai Habis 15.572.999.337,40  14.927.743.476,00  4,32% 10.965.712.445,00  

2 Beban Bahan/ Material 62.019.878.323,42  65.999.269.701,01  -6,03% 8.848.257.413,54  

3 Beban Cetak dan Penggandaan 13.663.647.080,00  13.072.603.169,00  4,52% 10.839.129.913,00  

4 Beban Makanan dan Minuman 13.279.981.302,00  13.418.453.375,00  -1,03% 12.158.438.652,00  

5 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 747.380.251,00  537.803.176,00  38,97% 747.380.251,00  

6 Beban Pakaian Kerja 900.331.550,00  812.844.800,00  10,76% 900.331.550,00  

7 
Beban Pakaian khusus dan hari-hari 
tertentu 

3.752.836.877,00  3.324.568.499,00  12,88% 3.683.039.002,00  

8 
Beban Barang Untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 
27.046.000,00  1.878.125,00  1340,05% -  

 Jumlah  109.964.100.720,82  112.095.164.321,01  -1,90% 48.142.289.226,54 

Rincian masing-masing Beban Persediaan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

5.4.2.2.1 Beban Bahan Pakai Habis 

Beban bahan Pakai Habis tahun 2019 sebesar Rp15.572.999.337,40 terdiri dari : 

Tabel 185. Rincian Beban Bahan Habis Pakai 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Alat Tulis Kantor 7.416.135.923,40  6.499.945.080,00  14,10% 5.175.954.056,00  

2 
Beban Dokumen / Administrasi 

Tender 
41.076.900,00  74.828.050,00  -45,10% 41.076.900,00  

3 
Beban Alat Listrik dan Elektronik 
(lampu pijar, battery kering) 

1.551.602.409,00  2.130.758.314,00  -27,18% 1.212.542.740,00  

4 
Beban Perangko, materai dan benda 

pos lainnya 
338.359.300,00  346.115.650,00  -2,24% 194.532.900,00  

5 
Beban Peralatan Kebersihan dan 

Bahan Pembersih 
2.763.391.860,00  2.460.892.525,00  12,29% 1.259.852.654,00  

6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas  1.422.281.061,00  1.269.229.735,00  12,06% 1.407.476.161,00  

7 
Beban Pengisian Tabung Pemadam 
Kebakaran 

1.885.000,00  29.359.000,00  -93,58% 825.000,00  

8 Beban Pengisian Isi Tabung Gas 30.186.831,00  24.440.452,00  23,51% 5.220.000,00  

9 
Beban Bahan untuk 

Cenderamata/Souvenir 
701.477.250,00  702.679.300,00  -0,17% 694.742.250,00  

10 
Beban Spanduk/Umbul-Umbul/ 
Bendera/ Baliho 

341.711.866,00  423.167.670,00  -19,25% 321.001.684,00  

11 
Beban Bahan Percontohan/ Peraga/ 
Display Habis Pakai 

920.380.937,00  902.201.700,00  2,01% 647.538.100,00  

12 Beban Alat Tulis Kantor (DAK)  4.950.000,00  7.150.000,00  -30,77% 4.950.000,00  

13 Beban Persediaan buku & plat uji kir 39.560.000,00  56.976.000,00  -30,57%   

 Jumlah  15.572.999.337,40  14.927.743.476,00  4,32% 10.965.712.445,00  

Selisih antara beban bahan habis pakai dan belanja bahan habis pakai dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

 



Pemerintah Kota Mojokerto 

Laporan Keuangan Tahun 2019 - Audited 
 

 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan | 171 

Belanja Bahan Habis Pakai     10.965.712.445,00  

Belanja Barjas BLUD 2.251.007.329,40  

Belanja Barjas BOS 2.457.254.345,00  

Belanja Modal yang Bukan Aset Tetap 43.609.500,00  

Pengakuan Aset tetap dari belanja barjas  (2.255.450,00)  

Persediaan 2018 703.257.248,00  

Persediaan 2019  (845.586.080,00)  

Beban Bahan Habis Pakai     15.572.999.337,40  

5.4.2.2.2 Beban Bahan/ Material  

Beban bahan/ material tahun 2019 sebesar Rp62.019.878.323,42 terdiri dari : 

Tabel 186. Rincian Beban Bahan Material 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
Beban Persediaan Bahan Baku 
Bangunan 

2.254.378.687,54  10.255.292.946,86  -78,02% 1.548.084.210,54  

2 
Beban Persediaan Bahan/Bibit 
Tanaman 

432.102.800,00  743.930.650,00  -41,92% 391.621.600,00  

3 Beban Persediaan Bibit Ternak -  3.295.000,00  -100,00% -  

4 
Beban Persediaan Bahan Obat-

obatan 
29.697.187.601,92  47.077.461.317,29  -36,92% 1.317.192.307,00  

5 Beban Persediaan Bahan Kimia 676.572.847,48  1.542.528.807,60  -56,14 % 114.093.300,00  

6 Beban Persediaan Makanan Pokok 2.925.614.124,00  2.551.221.982,00  14,68% -  

7 Beban Bahan Harian (Sembako) 366.219.730,00  445.670.489,00  -17,83% 358.213.230,00  

8 Beban Bahan untuk Pakan Ternak 32.873.100,00  22.321.400,00  47,27% 32.104.800,00  

9 
Beban Bahan Obat-Obatan/Alat 
Kesehatan 

19.868.372.417,48  1.242.027.312,26  1499,67% 2.284.464.945,00  

10 
Beban Bahan/Suku Cadang Non 
Kendaraan Bermotor 

55.933.900,00  21.105.600,00  165,02% 55.933.900,00  

11 
Beban Bahan Perlengkapan untuk 
Pendidikan 

481.052.600,00  363.399.050,00  32,38% 264.854.000,00  

12 
Beban Bahan Perlengkapan untuk 

Kesehatan 
4.924.081.915,00  1.350.067.916,00  264,73% 2.177.790.521,00  

13 
Beban Bangunan/Gedung untuk 

Pihak Ke-III 
-  

                                 

-    
0,00% 216.000,00  

14 
Beban Bahan/Barang Penunjang 

Kegiatan 
305.488.600,00  380.947.230,00  -19,81% 303.688.600,00  

 JUMLAH  62.019.878.323,42 65.999.269.701,01  -6,03% 8.848.257.413,54  

5.4.2.2.3 Beban Cetak dan Penggandaan 

Beban cetak dan penggandaan tahun 2019 sebesar Rp13.663.647.080,00terdiri dari : 

Tabel 187. Rincian Beban Cetak dan Penggandaan 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Cetak 10.648.531.983,00  10.153.457.801,00  4,86% 9.208.473.111,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

LRA 
(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

2 Beban Penggandaan 2.756.107.047,00  2.588.118.245,00  6,49% 1.415.728.102,00  

3 Beban Penjilidan 114.854.200,00  158.891.450,00  -27,72% 95.345.950,00  

4 
Beban Cetak 

Foto/Dokumentasi 
144.153.850,00  172.135.673,00  -16,26% 119.582.750,00  

 JUMLAH  13.663.647.080,00  13.072.603.169,00  4,51% 10.839.129.913,00  

              Selisih antara belanja dan beban cetak dan penggandaan dapat dijelaskan  sebagai berikut: 

Belanja Cetak dan Penggandaan   10.839.129.913,00  

Belanja BLUD        1.451.545.432,00  

Belanja BOS        1.352.680.883,00  

Belanja Modal yang Bukan Aset Tetap             10.614.010,00  

Pengakuan Aset tetap dari belanja barjas                (175.000,00)  

Persediaan 2018           838.384.985,00  

Persediaan 2019          (828.533.143,00)  

Beban Cetak dan Penggandaan   13.663.647.080,00 

5.4.2.2.4 Beban Makanan dan Minuman 

Beban makanan dan minuman tahun 2019 sebesar Rp13.279.981.302,00 terdiri dari : 

Tabel 188. Rincian Beban Makanan dan Minuman 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Makanan dan 

Minuman Harian Pegawai 
595.744.800,00  915.801.100,00  -34,95% 565.987.000,00  

2 
Beban Makanan dan 

Minuman Rapat 
4.547.962.196,00  3.778.010.645,00  20,38% 4.227.031.546,00  

3 
Beban Makanan dan 
Minuman Tamu 

595.301.211,00  492.964.800,00  20,76% 559.994.711,00  

4 
Beban Makanan dan 

Minuman Pelatihan 
704.250.000,00  871.969.950,00  -19,23% 669.274.400,00  

5 
Beban Makanan dan 
Minuman Pasien Rawat 

Inap 

95.095.500,00  205.505.500,00  -53,73% 1.260.000,00  

6 
Beban Makanan dan 
Minuman Peserta 

6.613.475.095,00  7.142.759.380,00  -7,41% 6.124.653.495,00  

7 
Beban Makanan dan 

Minuman Pasien 
128.152.500,00  11.442.000,00  1020,02% 10.237.500,00  

JUMLAH 13.279.981.302,00  13.418.453.375,00  -1,03% 12.158.438.652,00  

Selisih antara belanja dan beban makanan dan minuman dengan penjelasan sebagai berikut: 

Belanja Makanan dan Minuman   12.158.438.652,00  

Belanja BLUD 525.092.950,00  

Belanja BOS 596.449.700,00  

Beban Makanan dan Minuman   13.279.981.302,00  
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5.4.2.2.5 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya  

Beban pakaian dinas dan atributnya  tahun 2019 sebesar Rp747.380.251,00 terdiri dari: 

Tabel 189. Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Pakaian Dinas KDH dan 
WKDH 

57.073.978,00  37.979.000,00  50,28% 57.073.978,00  

2 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) 58.850.000,00  59.500.000,00  -1,09% 58.850.000,00  

3 
BebanPakaian Sipil Lengkap 

(PSL) 
73.961.000,00  37.750.000,00  95,92% 73.961.000,00  

4 
Beban Pakaian Dinas Harian 
(PDH) 

508.807.273,00  349.374.176,00  45,63% 508.807.273,00  

5 
Beban Pakaian Dinas Upacara 

(PDU) 
10.188.000,00  13.200.000,00  -22,82% 10.188.000,00  

6 Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR) 38.500.000,00  40.000.000,00  -3,75% 38.500.000,00  

JUMLAH 747.380.251,00  537.803.176,00  38,97% 747.380.251,00  

5.4.2.2.6 Beban Pakaian Kerja  

Beban pakaian kerja tahun 2019 sebesar Rp900.331.550,00 terdiri dari : 

Tabel 190. Rincian Beban Pakaian Kerja 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Pakaian kerja lapangan 856.193.550,00  781.475.300,00  9,56% 856.193.550,00  

2 
Beban Sepatu/Topi 

Lapangan/Atribut 
44.138.000,00  31.369.500,00  40,70% 44.138.000,00  

JUMLAH 900.331.550,00  812.844.800,00  10,76% 900.331.550,00  

5.4.2.2.7 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 

Beban pakaian khusus dan hari-hari tertentu tahun 2019 sebesar Rp3.752.836.877,00 

terdiri dari : 

Tabel 191. Rincian Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Pakaian Adat Daerah 35.250.000,00  104.529.000,00  -66,28% 35.250.000,00  

2 Beban Pakaian Batik Tradisional 642.594.577,00  612.596.700,00  4,90% 582.367.377,00  

3 Beban Pakaian Olahraga 512.701.800,00  330.232.180,00  55,25% 496.381.800,00  

4 
Beban Pakaian Seragam 
Paskhibraka 

-    103.884.050,00  -100,00% -    

5 Beban Pakaian Seragam Korsik 28.290.000,00  23.575.000,00  20,00% 28.290.000,00  

6 
Beban Pakaian Khusus 

Pelayanan 
90.099.500,00  170.533.809,00  -47,17% 96.848.825,00  

7 Belanja Pakaian Seragam SD 1.058.145.000,00  990.399.960,00  6,84% 1.058.145.000,00  

8 Belanja Pakaian Seragam SMP 1.385.756.000,00  950.145.570,00  45,85% 1.385.756.000,00  

9 Belanja Pakaian Seragam -    5.950.230,00  -100,00% -    
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

SMA/SMK 

10 Beban Pakaian Seragam TK -    32.722.000,00  -100,00% -    

JUMLAH 3.752.836.877,00  3.324.568.499,00  12,88% 3.683.039.002,00  

Selisih antara belanja dan beban pakaian khusus hari-hari tertentu dapat dijelaskan sbb: 

Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu     3.683.039.002,00  

Belanja BLUD             60.227.200,00  
Belanja BOS             16.320.000,00  

Pengakuan Aset tetap dari belanja barjas              (6.749.325,00)  

Beban Pakaian Khusus Hari-hari tertentu     3.752.836.877,00  

5.4.2.2.8 Beban Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga  

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2019 sebesar 

Rp27.046.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.167.875,00 atau 1340,05% 

dibandingkan dengan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 

tahun 2018 yakni sebesar Rp1.878.125,00.      

5.4.2.3 Beban Jasa 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 195.379.098.005,58  185.707.198.700,69 

Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp195.379.098.005,58 terdiri dari: 

Tabel 192. Rincian Beban Jasa 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Jasa Kantor 124.975.771.034,22 118.924.919.825,52  5,09% 76.438.363.855,00  

2 Beban Premi Asuransi 21.207.468.252,36 24.466.046.814,17  -13,32% 18.576.842.363,00  

3 
Beban Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

3.225.820.341,00  3.132.580.323,00  2,98% 3.211.295.741,00  

4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 630.308.744,00  643.525.745,00  -2,05% 629.358.744,00  

5 Beban Sewa Alat Berat 21.200.000,00  
                                 

-  
100,00% 19.000.000,00  

6 
Beban Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor 
3.113.467.656,00  2.994.534.982,00  3,97% 2.838.803.760,00  

7 Beban Jasa Konsultasi 8.421.614.336,00 6.077.894.926,00  38,56% 9.184.027.636,00  

8 
Beban Kursus, Pelatihan, 
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

PNS 

1.835.849.367,00  2.651.874.807,00  -30,77% 1.020.025.385,00  

9 
Beban Kursus, Pelatihan, 
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

Non PNS 

869.669.350,00  -  100,00% 869.669.350,00  
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

10 Beban Honorarium Non Pegawai 246.064.440,00  360.095.800,00  -31,67% 228.164.440,00  

11 Beban Honorarium PNS - LO 9.839.028.297,00  9.958.291.778,00  -1,20% 9.088.655.200,00  

12 
Beban Honorarium Non PNS - 

LO 
20.516.702.560,00  16.046.022.200,00  27,86% 19.569.649.560,00  

13 
Beban Uang untuk diberikan 

kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 
352.783.428,00  143.150.000,00  146,44% 352.783.428,00  

14 
Beban Honorarium Pengelola 
Dana BOS 

110.700.000,00  233.350.000,00  -52,56% 110.700.000,00  

 15 Beban Barang Dana BOS -  -  0,00% 8.456.549.481,22  

16 Beban Barang dan Jasa BLUD 12.650.200,00  -  100,00% 105.936.141.265,40  

17 

Belanja yang bersumber dari 

Dana Bantuan Keuangan 
Provinsi 

-  74.911.500,00  -100,00% -  

 Jumlah  195.379.098.005,58 185.707.198.700,69  5,21%% 256.530.030.208,62  

Rincian masing-masing Beban Jasa tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

5.4.2.3.1 Beban Jasa Kantor  

Beban Jasa Kantor tahun 2019 sebesar Rp124.975.771.034,22 terdiri dari: 

Tabel 193. Rincian Beban Jasa Kantor 

No. Uraian 
2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) (Penurunan) (%) 

1 Beban Telepon 691.778.406,14  732.115.204,00  -5,51% 574.479.535,00  

2 Beban Air 245.507.900,00  176.808.832,00  38,85% 243.699.816,00  

3 Beban Listrik 15.300.945.093,08  15.634.670.023,00  -2,13% 14.686.350.666,00  

4 
Beban Jasa Pengumuman 
Lelang/Pemenang Lelang 

5.000.000,00  10.000.000,00  -50,00% 5.000.000,00  

5 Beban Surat Kabar/Majalah 4.857.876.805,00  4.855.864.664,00  0,04% 4.643.630.805,00  

6 Beban Kawat/Faksimili/Internet 2.474.313.815,00  2.172.387.719,00  13,90% 1.947.933.088,00  

7 Beban Paket/Pengiriman 1.702.000,00  13.977.800,00  -87,82% 1.702.000,00  

8 Beban Sertifikasi 37.275.540,00  10.937.000,00  240,82% 37.275.540,00  

9 
Beban Jasa Transaksi 

Keuangan 
440.223.316,00  117.786.832,00  273,75% 444.934.366,00  

10 
Beban Pengadaan Software 
Paket/Aplikasi Terapan Non 

Penyusunan 

0,00  49.940.000,00  -100,00% 168.492.500,00  

11 Beban Jasa Penyiaran/Peliputan 1.274.342.151,00  1.374.373.300,00  -7,28% 1.261.147.151,00  

12 
Beban Jasa Perawatan Gedung 
Kantor 

295.977.810,00  907.580.285,00  -67,39% 249.930.310,00  

13 
Beban Jasa Perawatan Halaman 

Kantor 
5.511.000,00  43.718.000,00  -87,39% -  

14 Beban Jasa Perawatan AC 363.488.400,00  426.852.921,00  -14,84% 290.903.400,00  

15 
Beban Jasa Perawatan 

Komputer/Jaringan Terpadu 
1.527.208.455,00  1.590.023.961,00  -3,95% 1.231.230.805,00  

16 
Beban Jasa Perawatan Non 
Komputer/Elektronik (Meubelair 

dll) 

163.755.500,00  78.178.000,00  109,46% 103.484.500,00  
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No. Uraian 
2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 

(Rp) (Rp) (Rp) (Penurunan) (%) 

17 
Beban Jasa Perawatan Barang 
Elektonik (Sound System, 

Televisi dll) 

196.065.600,00  204.136.000,00  -3,95% 162.466.850,00  

18 
Beban Jasa Perawatan Barang 

Non Elektonik (Mesin Ketik dll) 
12.795.250,00  10.045.000,00  27,38% 8.451.250,00  

19 
Beban Operasional Pelayanan 

Masyarakat 
2.655.511.128,00  3.497.818.744,52  -24,08% 2.655.511.128,00  

20 Beban Ekstrapoding/Kesehatan 229.206.705,00  222.657.786,00  2,94% 229.206.705,00  

21 Beban Operasional Pendidikan 515.361.003,00  460.937.400,00  11,81% 417.796.850,00  

22 Beban Operasional Kesehatan 1.591.808.108,00  784.181.449,00  102,99% 160.000.000,00  

23 
Beban Jasa Pelayanan 
Kesehatan 

40.557.776.561,00  37.016.183.713,00  9,57% 144.550.000,00  

24 Beban Jasa/ Tenaga Kerja 33.781.673.417,00  31.867.811.752,00  6,01% 29.769.302.419,00  

25 
Beban Pemeriksaan/pengujian 

Laboratorium 
570.386.500,00  369.441.200,00  54,39% 415.487.000,00  

26 Beban Koneksi Jaringan Khusus 12.712.520,00  18.830.000,00  -32,49% 12.712.520,00  

27 
Beban Jasa Tenaga 
Ahli/Instruktur/Narasumber 

12.054.554.701,00  11.549.164.440,00  4,38% 11.459.671.301,00  

28 
Beban Jasa Pengganti Uang 

Saku 
4.135.750.850,00  3.634.167.800,00  13,80% 4.135.750.850,00  

29 
Beban Jasa Pengganti Uang 
Pembinaan 

506.400.000,00  488.850.000,00  3,59% 506.400.000,00  

30 Beban Khusus Pengawasan 470.862.500,00  605.480.000,00  -22,23% 470.862.500,00  

 Jumlah  124.975.771.034,22 118.924.919.825,52  5,09% 76.438.363.855,00  

Selisih antara beban jasa kantor dengan belanja jasa kantor dijelaskan sebagai berikut: 

Belanja Jasa Kantor  76.438.363.855,00 

Belanja BLUD 46.238.896.079,00 

Belanja BOSNAS 2.464.265.753,22 

Utang Beban 2018 (50.241.150,00) 

Utang Beban 2019 52.978.997,00 

Pengakuan Aset dari belanja barjas (168.492.500,00) 

Beban Jasa Kantor 124.975.771.034,22 

5.4.2.3.2 Beban Premi Asuransi  

Beban Premi Asuransi tahun 2019 sebesar Rp21.207.468.252,36 terdiri dari : 

Tabel 194. Rincian Beban Premi Asuransi 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1 
 Beban Jasa Premi Asuransi 
Kesehatan  

20.094.315.694,00  23.746.395.235,05  -15,38% 17.748.323.718,00  

2 
 Beban Jasa Premi Asuransi 
Barang Milik Daerah  

148.040.517,36  139.492.297,12  6,13% 147.716.750,00  

3 
 Beban Jasa Premi Asuransi 
Ketenagakerjaan  

965.112.041,00  580.159.282,00  66,35% 680.801.895,00  

 Jumlah  21.207.468.252,36 24.466.046.814,17  -13,32% 18.576.842.363,00  
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Selish antara belanja premi asuransi dengan beban premi asuransi dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Belanja Premi Asuransi 18.576.842.363,00 

Belanja premi asuransi BLUD 572.925.640,00 

Utang Beban premi 2018 (208.779.000,00) 

Beban Dibayar dimuka 2018 133.108.302,20 

Beban Dibayar dimuka 2019 (132.784.534,84) 

Koreksi atas pengakuan beban 
asuransi kesehatan Tahun 2019 

2.266.155.482,00 

Beban Premi Asuransi 21.207.468.252,36 

5.4.2.3.3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir  

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir tahun 2019 sebesar Rp3.225.820.341,00 

terdiri dari : 

Tabel 195. Rincian Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Sewa Gedung/ 

Kantor/Tempat 
967.868.765,00    1.392.954.950,00  -30,52% 967.868.765,00  

2 
Beban Sewa Ruang 
Rapat/Pertemuan 

797.753.100,00       672.161.373,00  18,68% 783.690.600,00  

3 
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang 

Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 
-             4.515.000,00  -100,00%                             -    

4 
Beban Sewa Kamar 

Hotel/Penginapan 
1.401.948.476,00    1.062.949.000,00  31,89% 1.401.486.376,00  

5 
Beban Sewa Tempat/Lahan 
Pertanian 

58.250.000,00                             -    100,00% 58.250.000,00  

JUMLAH 3.225.820.341,00    3.132.580.323,00  2,98% 3.211.295.741,00  

Selisih antara belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir dan beban sewa 
rumah/gedung/gudang/parkir adalah sebesar Rp14.524.600,00 yang berasal dari belanja 
BLUD. 

5.4.2.3.4 Beban Sewa Sarana Mobilitas  

Beban sewa sarana mobilitas tahun 2019 sebesar Rp 630.308.744,00 atau mengalami 

penurunan sebesar Rp13.217.001,00 atau 2,05% dibandingkan dengan beban sewa sarana 

mobilitas tahun 2018 yakni sebesar Rp643.525.745,00. Selisih antara belanja sewa sarana 

mobilitas dan beban sewa sarana mobilitas sebesar Rp950.000,00 merupakan belanja 

BOS. 

5.4.2.3.5 Beban Sewa Alat Berat  

Beban Sewa Alat Berat tahun 2019 sebesar Rp21.200.000,00 atau mengalami kenaikan 

100% dibandingkan dengan beban sewa alat berat tahun 2018 yakni sebesar Rp0,00. 

Selisih antara belanja sewa alat berat dan beban sewa alat berat sebesar Rp2.200.000,00 

merupakan belanja BLUD. 
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5.4.2.3.6 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor  

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2019 sebesar Rp3.113.467.656,00 

terdiri dari : 

Tabel 196. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Sewa Meja Kursi 310.333.860,00  302.728.000,00  2,51% 310.333.860,00  

2 
Beban Sewa Komputer dan 
Printer 

89.783.896,00  134.593.270,00  -33,29% 15.900.000,00  

3 Beban Sewa Proyektor 9.033.100,00  15.000.000,00  -39,78% 9.033.100,00  

4 Beban Sewa Generator 117.460.854,00  87.457.800,00  34,31% 117.460.854,00  

5 Beban Sewa Tenda 631.196.380,00  672.075.412,00  -6,08% 539.396.380,00  

6 
Beban Sewa Pakaian 

Adat/Tradisional 
241.550.000,00  169.725.000,00  42,32% 150.560.000,00  

7 Beban Sewa Sound System 589.918.100,00  658.109.200,00  -10,36% 571.928.100,00  

8 Beban Sewa Alat Musik 88.095.450,00  87.895.450,00  0,23% 88.095.450,00  

9 Beban Sewa Alat Dekorasi 1.036.096.016,00  866.950.850,00  19,51% 1.036.096.016,00  

JUMLAH 3.113.467.656,00  2.994.534.982,00  3,97% 2.838.803.760,00  

Selisih antara belanja dan beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar 
Rp274.663.896,00 merupakan belanja BLUD pada RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo. 

5.4.2.3.7 Beban Jasa Konsultasi  

Beban Jasa Konsultasi tahun 2019 sebesar Rp8.421.614.336,00 terdiri dari : 

Tabel 197. Rincian Beban Jasa Konsultasi 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Jasa Konsultansi 

Penelitian 
2.098.148.600,00  1.213.951.650,00  72,84% 

2.256.120.600,00  

2 
Beban Jasa Konsultansi 
Perencanaan 

3.586.660.550,00  2.429.193.950,00  47,65% 
3.933.545.550,00  

3 
Beban Jasa Konsultansi 

Pengawasan 
64.903.050,00  21.598.750,00  200,49% 

243.093.350,00  

4 Beban Jasa Konsultansi Teknik 122.265.000,00                             -    100,00% 122.265.000,00  

5 Beban Jasa Konsultansi Penilai 613.769.636,00  359.397.400,00  70,78% 613.769.636,00  

6 
Beban Jasa Konsultansi 
Manajemen 

1.358.607.000,00  1.360.023.400,00  -0,10% 
1.358.607.000,00  

7 
Belanja Jasa 

Pengujian/Laboratorium 
34.213.000,00  29.115.626,00  17,51% 

24.413.000,00  

8 
Beban Jasa atas Promosi 
Kegiatan 

380.962.500,00  546.961.650,00  -30,35% 
380.962.500,00  

9 Beban Jasa Konsultasi Aplikasi 162.085.000,00  117.652.500,00  37,77% 251.251.000,00  

JUMLAH 8.421.614.336,00 6.077.894.926,00  38,56% 9.184.027.636,00  

Selisih antara belanja jasa konsultasi dan beban jasa konsultasi dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
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Belanja Jasa Konsultasi 9.184.027.636,00 

Belanja BLUD 9.800.000,00 

Pengakuan Aset tetap dari belanja 
barjas 

(677.118.300,00) 

Koreksi atas Pembelian aset tetap yang 
berasal dari Barang Jasa pada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan  

(95.095.000,00) 

Beban Jasa Konsultasi 8.421.614.336,00 

5.4.2.3.8 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS  

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2019 sebesar 

Rp1.835.849.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp816.025.440,00 atau 30,77% 

dibandingkan dengan beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS 

tahun 2018 yakni sebesar Rp2.651.874.807,00. Selisih antara belanja dan beban Kursus, 

Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS adalah sebesar Rp 815.823.982,00 

merupakan belanja BLUD. 

5.4.2.3.9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS 

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS Tahun 2019 

sebesar Rp869.669.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp869.669.350,00 atau 100,00% 

dibandingkan dengan beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS 

tahun 2018 yakni sebesar Rp0,00. Tidak ada selisih antara belanja dan beban Kursus, 

Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS. 

5.4.2.3.9 Beban Honorarium Non Pegawai  

Beban Honorarium Non Pegawai tahun 2019 sebesar Rp246.064.440,00 terdiri dari : 

Tabel 198. Rincian Beban Honorarium Non Pegawai 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
 Beban Honorarium Tenaga 

Ahli/Narasumber/Instruktur  
18.900.000,00  216.000.000,00  -91,25% 1.000.000,00  

2  Beban Moderator  450.000,00  
                           

-    
100,00% 450.000,00  

3 
 Beban Honorarium 

Tukang/Tenaga Kebersihan  
226.714.440,00  144.095.800,00  57,34% 226.714.440,00  

 JUMLAH  246.064.440,00  360.095.800,00  -31,67% 228.164.440,00  

Selisih antara belanja honorarium non pegawai dan beban honorarium non pegawai 
sebesar Rp17.900.000,00 merupakan belanja BLUD pada Dinas Kesehatan. 

5.4.2.3.10 Beban Honorarium PNS - LO  

Beban Honorarium PNS - LO tahun 2019 sebesar Rp9.839.028.297,00 terdiri dari : 
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Tabel 199. Rincian Beban Honorarium PNS 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Honorarium Panitia 

Pelaksana Kegiatan - LO 
2.078.495.500,00  2.297.538.355,00  -9,53% 1.980.520.500,00  

2 
Beban Honorarium Tim 

Pengadaan Barang dan Jasa - LO 
571.909.500,00  449.685.000,00  27,18% 571.909.500,00  

3 
Beban Honorarium Tenaga 

Ahli/Instruktur/Narasumber - LO 
84.850.000,00  282.900.000,00  -70,01% 74.650.000,00  

4 
Beban Honorarium PNS Lainnya - 

LO 
1.901.538.097,00  1.648.893.425,00  15,32% 1.578.337.500,00  

5 
Beban Honorarium PNS 

Pengelola Keuangan 
5.189.035.200,00  5.277.762.498,00  -1,68% 4.870.037.700,00  

6 
Beban Honorarium PNS 

Pengelola Keuangan (DAK) 
13.200.000,00  1.512.500,00  772,73% 13.200.000,00  

 JUMLAH  9.839.028.297,00  9.958.291.778,00  -1,20% 9.088.655.200,00  

Selisih antara belanja honorarium PNS dan beban honorarium PNS dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Belanja Honorarium PNS     9.088.655.200,00  

Belanja BLUD           764.885.597,00  

Pengakuan Aset tetap dari belanja barjas           (14.512.500,00)  

Beban Pemeliharaan     9.839.028.297,00  

5.4.2.3.11 Beban Honorarium Non PNS - LO  

Beban Honorarium Non PNS - LO tahun 2019 sebesar Rp20.516.702.560,00 terdiri dari : 

Tabel 200. Rincian Beban Honorarium Non PNS 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Honorarium Tenaga 

Ahli/Instruktur/Narasumber - LO 
983.853.000,00  1.170.620.000,00  -15,95% 719.680.000,00  

2 
Beban Honorarium Pegawai 
Honorer/tidak tetap - LO 

19.532.849.560,00  14.875.402.200,00  31,31% 18.849.969.560,00  

 JUMLAH  20.516.702.560,00  16.046.022.200,00  27,86% 19.569.649.560,00  

Selisih antara belanja honorarium non PNS dan beban honorarium non PNS adalah 
sebesar Rp947.053.000,00 yang merupakan belanja BLUD sebesar Rp9.450.000,00 dan 

belanja BOS sebesar Rp937.603.000,00 

5.4.2.3.12 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat  

Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2019 sebesar 

Rp352.783.428,00 terdiri dari : 
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Tabel 201. Rincian Beban Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Uang untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga 
171.500.000,00  82.650.000,00  107,50% 171.500.000,00  

2 
Beban Uang untuk diberikan kepada 

Pihak Masyarakat 
181.283.428,00  60.500.000,00  199,64% 181.283.428,00  

 JUMLAH  352.783.428,00  143.150.000,00  146,44% 352.783.428,00  

5.4.2.3.13 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS  

Beban Honorarium Pengelola Dana BOS tahun 2019 sebesar Rp110.700.000,00 atau 

mengalami penurunan sebesar Rp122.650.000,00 atau 52,56% dibandingkan dengan 

beban Honorarium Pengelola Dana BOS tahun 2018 yakni sebesar Rp233.350.000,00.  

5.4.2.3.14 Beban Barang Dan Jasa BLUD  

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2019 sebesar Rp12.650.200,00 atau mengalami 

peningkatan sebesar Rp12.650.200,00 atau 100% dibandingkan dengan beban barang 

dana bos tahun 2018 yakni sebesar Rp0,00.  

5.4.2.3.15 Beban yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi  

Beban yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2019 sebesar Rp0,00 

terdiri dari : 

Tabel 202. Rincian Beban yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban yang bersumber dari Dana 

Bantuan Keuangan Provinsi 

                                        

-    
             65.111.500,00  -100,00% 

                            

-    

2 
Beban Pelaksanaan Peringatan Hari 

Aksara Internasional 

                                        

-    
               9.800.000,00  -100,00% 

                            

-    

 JUMLAH  
                                        

-    
             74.911.500,00  -100,00% 

                            

-    

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 17.157.359.553,97  14.348.181.649,20 

Beban Pemeliharaan sebesar Rp17.157.359.553,97  terdiri dari: 
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Tabel 203. Rincian Beban Pemeliharaan 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 
(%) 

1  Beban Jasa Service  835.482.000,00  846.651.607,00  -1,32% 816.162.062,00  

2  Beban Penggantian Suku Cadang  1.152.211.548,00  1.144.269.301,00  0,69% 1.237.601.538,00  

3 
 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas 

dan pelumas  
3.077.948.307,00  3.136.924.802,00  -1,88% 2.833.821.727,00  

4  Beban Jasa KIR  5.475.000,00  6.839.000,00  -19,94% 5.395.000,00  

5  Beban Pajak Kendaraan Bermotor  129.283.300,00  121.842.950,00  6,11% 129.283.300,00  

6 
 Beban Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor  

36.562.000,00  -  100,00% 36.562.000,00  

7 
 Beban Surat Tanda Nomor 

Kendaraan  
182.752.320,00  159.175.400,00  14,81% 182.752.320,00  

8  Beban Pemeliharan Tanah  123.775.000,00  114.500.000,00  8,10% 123.775.000,00  

9 
 Beban Pemeliharan Peralatan dan 
Mesin  

2.481.136.321,00  1.393.888.679,00  78,00% 758.019.815,00  

10 
 Beban Pemeliharan Gedung dan 

Bangunan  
4.773.929.760,97  4.197.731.087,20  13,73% 3.691.408.096,31  

11 
 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, 
dan Jaringan  

1.653.520.742,00  1.342.444.605,00  23,17% 990.833.267,00  

12 
 Beban Pemeliharan Aset Tetap 

Lainnya  
2.700.949.255,00  1.883.914.218,00  43,37% 2.699.899.255,00  

13  Beban Pemeliharaan (DAK) 4.334.000,00  -  #DIV/0! 4.334.000,00  

 Jumlah  17.157.359.553,97  14.348.181.649,20  19,58% 13.509.847.380,31  

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Belanja Pemeliharaan      13.509.847.380,31  

Belanja Pemeliharaan BLUD           4.373.674.842,13  

Belanja Pemeliharaan BOS               98.340.775,00  

Belanja Modal yang Bukan Aset Tetap                 1.005.000,00  

Pengakuan Aset tetap dari belanja pemeliharaan            (792.005.703,47)  

Persediaan 2018               18.426.900,00  

Persediaan 2019              (51.929.640,00)  

Beban Pemeliharaan      17.157.359.553,97  

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 35.551.595.139,51  33.840.074.445,00 

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.551.595.139,51 terdiri dari: 

Tabel 204. Rincian Beban Perjalanan Dinas 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah 
67.690.528,00 442.350.000,00 -84,70% 39.720.528,00 

2 
Beban Perjalanan Dinas 
Luar Daerah 

24.139.016.731,51 22.600.305.019,00 6,81% 23.798.678.599,51 
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No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 

 
(Rp) (Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

3 
Beban Perjalanan Dinas 
Luar Negeri 

32.900.000,00 0,00 100,00% 32.900.000,00 

4 
Beban Akomodasi dan 
Transportasi 

11.311.987.880,00 10.797.419.426,00 4,77% 11.186.497.365,00 

 Jumlah  35.551.595.139,51 33.840.074.445,00 5,06% 35.057.796.492,51 

Selisih antara belanja perjalanan dinas dengan beban perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 

Belanja Perjalanan Dinas  35.057.796.492,51 

Belanja Perjalanan Dinas BLUD 479.547.543,00 

Koreksi Pengakuan Beban Perjalanan Dinas di 
Bagian Umum Sekretariat Daerah 

14.251.104,00 

Beban Pemeliharaan 35.551.595.139,51 

5.4.2.6 Beban Hibah 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 40.069.027.878,67  35.595.264.670,00 

Pengakuan Beban hibah sebesar Rp40.069.027.878,67 yang terdiri atas: 

Tabel 205. Rincian Beban Hibah 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 
Beban Hibah Kepada 

Kelompok Masyarakat 
27.016.186.378,67  9.468.640.174,00  185,32% 28.071.550.563,52  

2 
Beban Hibah Kepada 
Organisasi Kemasyarakatan 

5.463.316.700,00  18.125.108.796,00  -69,86% 5.463.316.700,00  

3 

Beban Hibah Dana BOS 

untuk Satuan Pendidikan 
Dasar 

7.589.524.800,00  8.001.515.700,00  -5,15% 7.589.524.800,00  

Jumlah 40.069.027.878,67 35.595.264.670,00  12,57% 41.124.392.063,52  

Perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Belanja Hibah  41.124.392.063,52 

Belanja Konsultan pengawasan pembangunan 
biopori dan gapura majapahitan pada kelurahan 

wates  

7.755.000,00 

Koreksi atas pembelian aset tetap yang berasal dari 
barang jasa pada Kelurahan Purwotengah 

       ( 283.405.424,81) 

Koreksi atas pembelian aset tetap yang berasal dari 
barang jasa pada Kelurahan Meri 

( 779.713.760,04) 

Beban Hibah 40.069.027.878,67 
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5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 6.658.100.000,00  4.079.950.000,00 

Pengakuan Beban Bantuan Sosial tahun 2019 sebesar Rp6.658.100.000,00 terdiri dari: 

Tabel 206. Rincian Beban Bantuan Sosial 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ LRA 
 

(Rp) (Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 

Beban Bantuan Sosial 

Kepada Kelompok 
Masyarakat 

995.500.000,00  1.062.000.000,00  -6,26% 995.500.000,00  

2 
Beban Bantuan Sosial 

Kepada Anggota Masyarakat 
5.337.700.000,00  2.669.850.000,00  99,93% 5.337.700.000,00  

3 
Beban Bantuan Sosial yang 

Tidak Direncanakan 
238.500.000,00  254.500.000,00  -6,29% 238.500.000,00  

4 

Beban Bantuan Sosial 

kepada Mahasiswa Kurang 
Mampu/Berprestasi 

86.400.000,00  93.600.000,00  -7,69% 86.400.000,00  

Jumlah 6.658.100.000,00  4.079.950.000,00  63,19% 6.658.100.000,00  

 

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 111.118.276.036,01  115.571.058.365,26 

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp111.118.276.036,01, terdiri dari: 

 

Tabel 207. Rincian Beban Penyusutan 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 53.912.695.286,38 51.355.254.207,70 4,98% 

2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 9.994.579.965,81 8.448.908.894,72 18,29% 

3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 46.069.673.240,41 54.797.823.909,17 -15,93% 

4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 92.985.402,00 59.209.086,00 57,05% 

5 Beban Penyusutan Aset Lainnya 78.320.920,74 64.201.273,00 21,99% 

6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 970.021.220,67 845.660.994,67 14,71% 

Jumlah 111.118.276.036,01 115.571.058.365,26 -3,85% 
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5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 1.653.026.573,70  1.231.665.570,92 

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp1.653.026.573,70 terdiri dari : 

Tabel 208. Rincian Beban Penyisihan Piutang 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 1.357.674.135,70 1.168.759.949,70 16,16% 

2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 295.352.438,00 62.905.621,22 369,52% 

Jumlah 1.653.026.573,70  1.231.665.570,92  34,21% 

5.4.2.10 Beban Lain-Lain 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 3.612.212.908,00  3.064.174.627,20 

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, Beban lain-lain Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun 

2019 adalah sebesar Rp3.612.212.908,00 merupakan beban dari barang Ektrakompatibel. 

5.4.2.11 Beban Transfer 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 954.692.850,00  1.446.611.445,71 

 

Beban Transfer tahun 2019 sebesar Rp954.692.850,00 terdiri dari : 

Tabel 209. Rincian Beban Transfer 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 
(Penurunan) 

(%) 

1 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi                                -    684.561.589,71  -100,00% 

2 
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan 
Lainnya Kepada Pihak Lainnya 

376.129.350,00                                 -    #DIV/0! 

3 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke 
Provinsi 

                               -    200.000.000,00  -100,00% 

4 
Beban Transfer Bantuan Kepada Partai 
Politik 

578.563.500,00  562.049.856,00  2,94% 

Jumlah 954.692.850,00  1.446.611.445,71  -34,00% 
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5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 

 

 

31 Des 2019 

(Rp) 

 31 Des 2018 

(Rp) 

 56.207.985.071,44  52.313.124.907,99 

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2019 dan 2018 sebesar 56.207.985.071,44 dan 

Rp52.313.124.907,99 terinci sebagai berikut:   

Tabel 210. Rincian Surplus/ Defisit d ari Kegiatan Operasional 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Pendapatan - LO 892.371.123.053,20 868.460.147.135,36 2,75% 

2 Beban Operasional 

-

836.163.137.981,76 

-

816.147.022.227,99 2,45% 

 Jumlah  56.207.985.071,44 52.313.124.907,37 7,45% 

 

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

31 Des 2019 

(Rp) 

 31 Des 2018 

(Rp) 

(2.229.548.351,41)  0,00 

Surplus Dari Kegiatan Operasional sebesar tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp(2.229.548.351,41) dan 

Rp0,00 yang merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp283.455.713,00 dan 

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp(2.513.004.046,41).  

5.4.5 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 0,00  (252.080.500,00) 

Pada tahun 2019 tidak terdapat surplus/defisit pos luar biasa. 

5.4.6 Surplus/Defisit LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 53.978.436.720,03  52.061.044.407,37 

Pada tahun 2019 mengalami Surplus LO sebesar Rp53.978.436.720,03 dengan rincian sebagai 
berikut: 
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Tabel 211. Rincian Surplus/ Defisit LO 

No. Uraian 

2019 2018 Kenaikan/ 

(Rp) (Rp) 

(Penurunan) 

(%) 

1 Surplus / Defisit Kegiatan Operasional 56.207.985.071,44 52.313.124.907,37 7,45% 

2 
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non 
Operasional (2.229.548.351,41) - -100,00% 

3 Surplus / Defisit Pos Luar Biasa -  (252.080.500,00) -100,00% 

 Jumlah  53.978.436.720,03 52.061.044.407,37 3,68% 

 

5.5 LAPORAN ARUS KAS 

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 168.215.106.728,44  198.624.194.338,92 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan 

operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi 

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai 

aktivitas operasional. 

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp168.215.106.728,44 dan 

Rp198.624.194.338,92 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari 

Tabel 212. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas  885.682.582.295,44 887.353.256.508,26 

Arus Keluar Kas  717.467.475.567,00 688.729.062.169,34 

Arus Kas Bersih  168.215.106.728,44 198.624.194.338,92 

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara Arus kas masuk dengan Arus kas 

keluar,  dengan Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut : 

Tabel 213. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Operasi 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas :     

Penerimaan Pajak Daerah 51.615.256.646,20 47.920.074.429,73 

Penerimaan Retribusi Daerah 9.897.775.510,59 9.792.406.314,07 

Penerimaan Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan 

4.656.906.866,76 3.895.559.847,10 

Penerimaan Lain-lain PAD 

yang Sah 
126.242.171.482,71 120.660.644.694,37 
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Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 

Pajak 
26.431.801.177,00 32.470.027.681,00 

Penerimaan Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam 

54.951.938.951,00 67.464.332.495,00 

Penerimaan Dana Alokasi 

Umum 
414.394.006.000,00 378.916.109.000,00 

Penerimaan Dana Alokasi 

Khusus 
61.400.515.537,00 74.274.872.665,00 

Penerimaan Dana 

Penyesuaian 
85.361.257.127,00 69.159.423.971,00 

Penerimaan Pendapatan Bagi 
Hasil Pajak  

34.465.714.000,00 66.750.000.000,00 

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya  1.106.059.000,00 1.004.530.000,00 

Penerimaan Hibah 15.159.179.997,18 15.045.275.410,99 

Jumlah Arus Masuk Kas 885.682.582.295,44 887.353.256.508,26 

Arus Keluar Kas :     

Pembayaran Pegawai 315.490.327.345,50 309.130.468.764,00 

Pembayaran Barang dan jasa  365.598.513.871,50 338.890.856.779,34 

Pembayaran Hibah 28.765.841.500,00 35.613.656.270,00 

Pembayaran Bantuan Sosial 6.658.100.000,00 4.079.950.000,00 

Pembayaran Bantuan 

Keuangan 
578.563.500,00 762.049.856,00 

Pembayaran Tak Terduga   252.080.500,00 

Pembayaran Transfer Bagi 
Hasil Pendapatan Lainnya  

376.129.350,00   

Jumlah Arus Kas Keluar 717.467.475.567,00 688.729.062.169,34 

Arus Kas Bersih Dari 
Aktivitas Operasi 

168.215.106.728,44  198.624.194.338,92 

 

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 -134.333.165.459,42  -119.194.653.536,86 

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk 

memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara 

kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. 

Jumlah arus kas dari aktivitas investasi tahun 2019 dan 2018 sebesar minus Rp134.333.165.459,42 

dan minus Rp119.194.653.536,86 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari : 

 

 

 



Pemerintah Kota Mojokerto 

Laporan Keuangan Tahun 2019 - Audited 
 

 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan | 189 

                                            Tabel 214. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas          283.455.713,00           239.618.910,00  

Arus Keluar Kas  134.616.621.172,42    119.434.272.446,86  

 Arus Kas Bersih   (134.333.165.459,42) (119.194.653.536,86) 

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas 

keluar, dengan rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 215. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Investasi 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas:     

Penjualan atas peralatan dan Mesin 195.809.713,00  207.709.510,00  

Penjualan atas Gedung dan 
Bangunan 

87.646.000,00  31.909.400,00  

Jumlah Arus Masuk Kas  283.455.713,00  239.618.910,00  

Arus Keluar Kas:     

Perolehan Tanah 492.677.500,00  80.288.500,00  

Perolehan Peralatan dan Mesin 39.954.357.714,00  47.257.113.619,46  

Perolehan Gedung dan Bangunan 33.747.459.403,96  23.575.103.708,33  

Perolehan Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
56.434.670.614,46  44.196.179.796,07  

Perolehan Aset Tetap Lainnya 3.987.455.940,00  4.325.586.823,00  

Jumlah Arus Keluar Kas   134.616.621.172,42  119.434.272.446,86  

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 
Investasi 

(134.333.165.459,42) (119.194.653.536,86) 

 

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 1.700.000,00  18.450.000,00 

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan 

pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka pajang dan/atau utang jangka panjang. 

Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup 

defisit anggaran. 

Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp1.700.000,00 dan 

Rp18.450.000,00 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari : 
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Tabel 216. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas  1.700.000,00 18.450.000,00 

Arus Keluar Kas    0 

 Arus Kas Bersih               1.700.000,00            18.450.000,00  

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas 

keluar sebesar Rp0,00, dengan rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan Tahun 

2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 217. Rincian Arus Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Pendanaan 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas:     

Penerimaan Kembali Pinjaman 

kepada Perusahaan Daerah Lainnya 
                                -                                    -    

Penerimaan Kembali Pinjaman 

kepada Masyarakat 

              

1.700.000,00  

            

18.450.000,00  

Jumlah Arus Masuk Kas 
              

1.700.000,00  

            

18.450.000,00  

Arus Keluar Kas:     

Pemberian Pinjaman kepada 
Perusahaan Daerah 

                                -                                    -    

Pemberian Pinjaman kepada 

Pemerintah Daerah Lainnya 
                                -                                    -    

Pengembalian dana BKK ke 

Pemprov DEF  
                                -                                    -    

Jumlah Arus Keluar Kas                                 -                                    -    

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 

Pendanaan 

              

1.700.000,00  

            

18.450.000,00  

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 (100.008.487,00)  5.258.182,86 

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan 

pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya 

potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 

Jumlah arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2019 dan 2018 sebesar minus Rp100.008.487,00 dan 

Rp5.258.182,86 merupakan nilai arus kas bersih yang terdiri dari :   
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Tabel 218. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas  43.913.700.672,63 38.678.247.955,86 

Arus Keluar Kas  44.013.709.159,63 38.672.989.773,00 

 Arus Kas Bersih   (100.008.487,00)             5.258.182,86  

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara Arus kas masuk dan Arus kas keluar, 

dengan rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut 

Tabel 219. Rincian Aliran Kas Masuk dan Keluar dari Aktivitas Transitoris 

Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

Arus Masuk Kas:     

Saldo Sisa UP TA Sebelumnya                                 -                                    -    

Penerimaan Perhitungan Fihak 

Ketiga (PFK) 
   43.913.700.672,63     38.678.247.955,86  

Jumlah Arus Masuk Kas     43.913.700.672,63     38.678.247.955,86  

 Arus Keluar Kas:     

Saldo Sisa UP TA Berjalan                                 -                                    -    

Pengeluaran Perhitungan Fihak 

Ketiga (PFK) 

    

43.915.620.659,63 
   38.672.989.773,00  

Pengembalian Pendapatan 
BPPDGS 

98.088.500,00  

Jumlah Arus Keluar Kas  44.013.709.159,63    38.672.989.773,00  

Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Transitoris 

(100.008.487,00)             5.258.182,86  

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja  gaji  pegawai  dan  perhitungan  pajak belanja yang harus 

disetorkan ke fihak ketiga dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 220. Rincian Perhitungan Fihak Ketiga 

No 
Jenis Perhitungan Pihak Ketiga 

(PFK) 

Penerimaan Pengeluaran 

(Rp) (Rp) 

1 Taperum 239.356.000,00  239.356.000,00  

2 Pajak Penghasilan Ps 21 11.986.281.982,63  11.986.281.982,63  

3 Pajak Penghasilan Ps 22 683.010.057,00  683.010.057,00  

4 Pajak Penghasilan Ps 23 297.037.166,00  297.037.166,00  

5 Pajak Penghasilan Ps 4 (2) 1.871.127.372,00  1.871.127.372,00  

6 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 14.669.671.948,00  14.669.671.948,00  

7 Taspen 10.398.214.596,00  10.398.214.596,00  

8 Jasa Boga/Cathering 22.234.254,00  22.234.254,00  

9 BPJS Kesehatan 2.604.768.312,00  2.604.768.312,00  

10 Penggunaan Fasilitas Hotel 4.460.000,00  4.460.000,00  
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No 
Jenis Perhitungan Pihak Ketiga 

(PFK) 

Penerimaan Pengeluaran 

(Rp) (Rp) 

11 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 284.439.421,00  284.439.421,00  

12 Iuran Jaminan Kematian 853.099.564,00  853.099.564,00  

13 Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya   1.919.987,00  

14 Utang Jangka Pendek Lainnya   98.088.500,00  

Jumlah 43.913.700.672,63 44.013.709.159,63 

 

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 33.783.632.782,02  79.453.248.984,92 

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2019 sebesar Rp33.797.883.886,92 menunjukkan adanya 

surplus realisasi APBD Tahun 2019 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih rendah dari 

belanja dan pengeluaran pembiayaan, Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut: 

Tabel 221. Perhitungan Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas 

No Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

1 Arus kas bersih dari aktivitas operasi 168.117.018.228,44 198.624.194.338,92 

2 
Arus kas bersih dari aktivitas 

investasi  
-134.333.165.459,42 -119.194.653.536,86 

3 
Arus kas bersih dari aktivitas 

pendanaan 
1.700.000,00 18.450.000,00 

4 
Arus Kas Bersih dari aktivitas 

transitoris 
(1.919.987,00) 5.258.182,86 

TOTAL 33.783.632.782,02 79.453.248.984,92 

 

5.5.6 Saldo Awal Kas 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 153.863.614.546,95  74.410.365.562,03 

Saldo Awal Kas sebesar Rp153.863.614.546,95 merupakan saldo  Kas seluruh bendahara entitas di 

lingkup Pemerintahan Kota Mojokerto per 31 Desember 2019, terinci sebagai berikut : 

Tabel 222. Perhitungan Saldo Awal Kas 

No. Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

1 Kas awal BUD 140.124.199.025,02  69.218.479.375,44  

2 Kas awal di  Bendahara Pengeluaran                                 -    150.000,00  

3 Kas awal di Bendahara Penerimaan 54.901.050,00  59.615.230,00  
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No. Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

4 Kas awal di BLUD 12.733.334.951,94  4.989.711.696,59  

6 Kas awal Bosnas  951.179.519,99  142.409.260,00  

Saldo Awal Kas  153.863.614.546,95  74.410.365.562,03  

 

5.5.7 Saldo Akhir Kas 

 Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 187.647.247.328,97  153.863.614.546,95 

Saldo Akhir Kas sebesar Rp187.661.498.432,97 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di 

lingkup Pemerintah Kota Mojokerto per tanggal 31 Desember 2019, Rinciannya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 223. Rincian Perhitungan Saldo Akhir Kas 

No Uraian 
Tahun 2019 Tahun 2018 

(Rp) (Rp) 

1 Kas akhir BUD 170.700.699.002,27  140.124.199.025,02  

2 Kas akhir di  Bendahara Pengeluaran 57.500,00                                  -    

3 Kas akhir di Bendahara Penerimaan 20.018.300,00  54.901.050,00  

4 Kas akhir di BLUD 14.373.434.528,75  12.733.334.951,94  

5 Kas akhir Bosnas  2.553.037.997,95  951.179.519,99  

Saldo Akhir Kas 187.647.247.328,97 153.863.614.546,95  

 

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah 

sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang 

kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan, 

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

5.6.1 Ekuitas Awal 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 1.832.553.008.820,02  1.765.251.281.258,55 

Saldo awal ekuitas tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp1.832.553.008.820,02 dan 

Rp1.765.251.281.258,55 merupakan saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya  pada neraca audited 

tahun sebelumnya. 
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5.6.2 Surplus/Defisit LO 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 53.978.436.720,03  52.061.044.407,37 

Surplus/defisit – LO tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp53.978.436.720,03 dan Rp52.061.044.407,37 

merupakan nilai surplus pada Laporan Operasional Tahun 2019 dan 2018 yang menambah nilai 

ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Mojokerto tahun berkenaan. 

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 49.508.678.206,99  15.240.683.154,10 

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah 

tahun 2019, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan 

pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:  

Tabel 224. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar 

No Uraian Tahun 2019 Tahun 2018 

1 Koreksi Nilai Persediaan -5.029.739.013,75  4.934.027.876,14  

2 Selisih Revaluasi Aset Tetap                                   -                                   -    

3 Koreksi Ekuitas Lainnya 54.538.417.220,74  10.306.655.277,96  

Jumlah 49.508.678.206,99 15.240.683.154,10  

Penjelasan tabel di atas adalah sebagai berikut 

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 -5.029.739.013,75  5.079.197.748,50 

Koreksi nilai persediaan tahun 2019 sebesar -Rp5.029.739.013,75 terdiri dari : 

Tabel 225. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Th 2019 

No Uraian Tahun 2019 

1 Koreksi tambah atas saldo awal vaksin pada Dinas Kesehatan 2.049.544,00  

2 
Koreksi kurang atas penyerahan persediaan barang yang diserahkan kepada 
pihak ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

-5.031.788.557,75  

Jumlah -5.029.739.013,75  

Sedangkan koreksi nilai persediaan tahun 2018 sebesar -Rp5.079.197.748,50 terdiri dari : 
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Tabel 226. Rincian Koreksi Nilai Persediaan Th 2018 

No Uraian Tahun 2018 

1 Koreksi nilai persediaan Kursi Roda pada Dinas Sosial 1.055.937,50  

2 
Koreksi saldo awal persediaan obat audited 2017 pada RSU Dr. Wahidin Sudiro 
Husodo (BLUD) 

-5.080.253.686,00  

Jumlah -5.079.197.748,50 

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 54.538.417.220,74  10.306.655.277,96 

Koreksi tambah atas nilai ekuitas akhir dari koreksi ekuitas lainnya tahun 2019 dan 2018 sebesar 

Rp54.538.417.220,74 dan Rp10.306.655.277,96  yang terdiri atas :  

Tabel 227. Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya 

Uraian 
2019 2018 

(Rp) (Rp) 

Koreksi penyesuaian piutang 66.960.319.194,00 7.626.983.901,07 

Koreksi penyesuaian penyisihan 

piutang 
0,00 2.700,00 

Koreksi penyesuaian penyertaan 

modal 
0,00 2.061.242.888,59 

Koreksi penyesuaian aset tetap 3.067.227.329,04 -5.828.046.450,57 

Koreksi akumulasi penyusutan  100.000,00 5.682.404.407,46 

Koreksi penyesuaian aset lainnya 0,00 -111.984.152,00 

Koreksi penyesuaian akumulasi 

penyusutan aset lainnya 
-14.949.999,33 1.490.791.050,41 

Koreksi penyesuaian utang -12.002.609.180,00 -14.664.121,00 

Lainnya  5.388.364.000,00 -600.074.946,00 

Koreksi Penghapusan Aset Tetap -9.029.474.733,00 0,00  

Koreksi atas Nilai Ekuitas PT. BPRS 

Tahun 2019 
11.772.614,53 0,00  

Koreksi atas piutang dan pendapatan 

atas pendapatan BGS CV Sari Alam 
157.667.995,50 0,00  

 Jumlah  54.538.417.220,74 10.306.655.277,96 
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5.6.4 Ekuitas Akhir 

 

 

Tahun 2019 

(Rp) 

 Tahun 2018 

(Rp) 

 1.936.040.123.747,04  1.832.553.008.820,02 

 

Saldo ekuitas akhir tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp1.936.040.123.747,04 dan 

Rp1.832.553.008.820,02 merupakan saldo akhir ekuitas tahun berkenaan  pada neraca audited 

tahun berkenaan. 
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  BAB  VI 

PENJELASAN  ATAS  INFORMASI – INFORMASI  NON  KEUANGAN 

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KUANGAN 

6.1 Informasi Tambahan 

6.1.1 Menyajikan Informasi Tambahan   

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik 

ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Perubahan 

kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang 

melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya 

penataan kelembagaan pemerintahan di daerah, Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah 

merupakan konsekwensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah sebagaimana 

digariskan dalam kebijakan desentralisasi, 

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi 

daerah secara keseluruhan, Dalam melaksanakan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus 

memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya, 

Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat 

(dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan 

keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia, Dalam rangka menyusun organisasi 

kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan 

masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan, Secara normatif, 

evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada PP No. 41 Tahun 

2007 tentang  Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, 

badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang bersangkutan,  

 

6.2 Pengungkapan Lainnya 

6.2.1 Domisili 

Kota Mojokerto secara geografis,  geoekonomi,  dan geopolitik terletak pada 50 km dari 

Kota Surabaya, Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1974 

berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagai bagian wilayah 

pengembangan Gerbangkertosusila, Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Mojokerto , Luas Wilayah Kotamadya 

Mojokerto menjadi 16,47 Km2 yang terdiri atas dua wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan 

Magersari dan Kecamatan Prajurit Kulon dengan 18 Desa/ Kelurahan, Pada tahun 2016 

berdasarkan surat dari Kemendagri No, 138/2058/BAK tanggal 18 April 2016 dibentuk kecamatan 

baru yaitu kecamatan kranggan,  Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 

Pemerintah Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berubah nomenklatur menjadi 

Pemerintah Kota Mojokerto,     

Kota Mojokerto terletak di tengah – tengah Kabupaten Mojokerto sedangkan secara 

administratif, Kota Mojokerto mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara  : Sungai Brantas 

b) Sebelah Timur  : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto 

c) Sebelah Selatan  : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto  
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d) Sebelah Barat     : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto 

  

6.2.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 

17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 

59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1982 Nomor 74,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan atas    

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4090); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasin Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

10. Peraturan Daerah  Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota 

Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 1/E) ; 

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota 

Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4  Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2/), 
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6.2.3 Struktur Organisasi 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas – Dinas Kota 

Mojokerto terdiri dari SKPD yaitu:  

1. Sekretariat Daerah 

2. Dinas Kota merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dan tugas pembantuan ; 

3. Dinas Kota dipimpin oleh Kepala Dinas ; 

4. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui 

Sekretaris Daerah Kota ; 

5. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; 

6. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang ; 

7. Pada Dinas Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 

satu atau beberapa Kecamatan, 

8. Dinas – Dinas  Kota, Bandan, Kantor, Sekretariat/ Bagian dan Kecamatan :   

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Rumah Sakit Umum Dr, Wahidin Sudiro Husodo; 

d. Dinas Pekerjaan Umum; 

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

f. Dinas Sosial; 

g. Dinas Perhubungan: 

h. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

i. Dinas Perpustakaan dan Arsip; 

j. Satuan Polisi Pamong Praja; 

k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 

m. Dinas Lingkungan Hidup; 

n. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; 

o. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; 

p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana; 

s. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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t. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

u. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian 

Hukum dan Perundang-undangan, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian 

Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian 

Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 

v. Sekretariat DPRD; 

w. Badan Perencanaan Pembangunan; 

x. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

y. Badan Kepegawaian; 

z. Badan Penelitian dan Pengembangan; 

aa. Inspektorat; 

bb. Kecamatan Prajurit Kulon; 

cc. Kecamatan Magersari; dan 

dd. Kecamatan Kranggan, 

 

6.3 Kontinjensi dan permasalahan Hukum 

Beberapa aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang masih dalam 

permasalahan hukum antara lain: 

 

No Permasalahan Kronologis StatusSekarang 

1. PERMASALAHAN TANAH 
KRANGGAN I  

Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan 
permohonan guna mendapatkan keputusan dan / atau tindakan 

dalam Perkara Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY didasarkan 
pada : 

Perkara Nomor : 
24/P/FP/2018/PTUN.SBY 

pada Pengadilan Tata Usaha 
Negara Surabaya  

Pada bulan 24  Oktober 2018, Sih 
Wahyuni Warga Kranggan I 

mengajukan Gugatan di PTUN 
Surabaya  sebagaimana terdaftar 

dalam permohonan untuk memperoleh 
putusan penerimaan permohonan guna 

mendapatkan keputusan dan / atau 
tindakan dalam Perkara Nomor : 

24/P/FP/2018/PTUN.SBY pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara 
Surabaya  

   Surat Permohonan Pemohon tanggal 03 Oktober 2018 yang 
diterima oleh Termohon pada tangal 04 Oktober 2018 Perihal : 

Permohonan Pemecahan Obyek Tanah yang Pemohon 
tempati sekarang dari SHP Nomor 1 Kelurahaan Kranggan,  

yang mana obyek tanah yang Pemohon tempati, berupa 
sebidang tanah Bekas Eigendom, bekas milik peninggala 

penjajah belanda, yang telah Pemohon kuasai dan tempati sejak 
1967 sampai dengan sekarang sebagaitempat tinggal 

Pemohon, telah dimasukankedalampermohonansertifikat 

hakTermohon.

Mengabulkan Permintaan 
Pemohon 

  SehinggaobyektanahmilikPemohontersebutmasukkedalamSertif

ikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Kelurahan Kranggan atas nama 
Pemerintah Daerah Kotamadya Mojoketo. 

(Non excecuetable / Tidak 

dapat dilaksana kan 
eksekusinya )  

  Sehingga Pemohon mengajukan Surat Permohonan tanggal 03 

Oktober 2018 yang diterima oleh Termohon pada tangal 04 
Oktober 2018,  Perihal : Permohonan Pemecahan Obyek 

Tanah yang saya tempati sekarang dari SHP Nomor 1 
Kelurahaan Kranggan,agar obyek Tanah Hak Pemohon, 

segera dipecahkan dari SHP Nomor 1 Kelurahaan kranggan, 
karena Pemerintah Kota Tidak menjawab surat tersebut maka 

oleh Pemohon diajukan Permohonan untuk memperoleh 
putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan 

dan / atau tindakan dalam Perkara Nomor : 

24/P/FP/2018/PTUN.SBY Pada PTUN Surabaya 
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No Permasalahan Kronologis StatusSekarang 

  Tanggapan Pemerintah Kota Mojokerto dalam Persidangan    

  a.       Bahwa Kami Kuasa Walikota Mojokerto yang dalam 

permohonan pemohon disebut sebagai TERMOHON 

membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon,; 

  

    b.       Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh 

Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan 
Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat 

  

c.       Pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 

ayat (2) dalam hal Pemohon orang perorangan, identitas 
Pemohon meliputi : 

a. nama;  

b. kewarganegaraan; 

c. tempat, tanggal lahir/umur; 

d. tempat tinggal;  

e. pekerjaan dan/atau jabatan; dan  

f. nomor telepon/fasimili/telepon seluler/surat elektronik, 

d.       Bahwa menanggapi materi Permohonan PEMOHON pada  

Romawi I    “ Obyek Pemohon “, PEMOHON/Kuasanya telah 

mengetahui obyek permohonan a quo telah masuk dalam 
Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Kranggan atas nama 

TERMOHON (Bukti T-1), termasuk aset negara, sehingga 
apabila PEMOHON mengajukan permohonan pemecahan obyek 

tanah yang menjadi kepemilikan Pemerintah Kota Mojokerto, 

yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka 
hal ini menyalahi kompetensi peradilan karena Kompetensi 

Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang 
untuk memutuskan perkara keperdataan (Sengketa 

Kepemilikan) ; 

e.       Bahwa Walikota Mojokerto selaku TERMOHON, bertindak 

dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah atas Sertifikat Hak Pakai 

Nomor 1 Kelurahan Kranggan atas Obyek Permohonan 
PEMOHON, yang dalam hal ini merupakan produk Keputusan 

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan 
Pertanahan/Kantor Agraria dan Tata Ruang selaku 

institusi/instansi yang berwenang, sehingga permohonan 
PEMOHON untuk Memperoleh Putusan Penerimaan 

Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan 
Kurang Para Pihak selaku TERMOHON, yang dalam hal ini 

yaitu Kantor Badan Pertanahan/Kantor Agraria dan Tata Ruang, 
(Dalam hal ini kalau permohonan hanya diajukan pada 

TERMOHON saja adalah tidak tepat, dan sudah sepatutnya 

Permohonan PEMOHON untuk memperoleh Putusan 
Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan keputusan 

dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah melalui 
Pengadilan Tata Usaha Negara DITOLAK; 

    Bahwa Karena yang diminta adalah tindakan Pemohon, 

tindakan Pemerintah dalam melakukan Suatu Keputusan 
maka majelis hakim mengabulkan Permintaan Pemohon 

  

1.    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya 
Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY. dengan amar putusan 

Mengadili sebagai berikut : 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2.  Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan sesuai 

permohonan Pemohon yaitu sesuai suratnya tanggal 3 Oktober 
2018 yang diterima oleh Termohon tanggal 4 Oktober  2018, 

perihal untuk melepas tanah yang ditempati Pemohon dari SHP 
Nomor 1, Kelurahan Kranggan atas Nama Pemerintah Daerah 

Kotamadya Mojokerto dengan cara melakukan Pemecahan 
Sertifikat SHP Nomor 1 Kelurahan Kranggan di Kantor 
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Pertanahan (BPN/ATR) Kota Mojokerto; 

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta 
delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

2.    Surat Saudara SOEHIRMAN, S.H., dari Kantor Pengacara & 

Penasehat Hukum Soehirman, S.H., & Associates, Jalan Manyar 

Indah V/7 Surabaya tanggal 25 April 2019 perihal Permohonan 
Pelepasan Tanah/Persil di Jalan Kranggan IA/8 Kelurahan 

Kranggan, Mojokerto dari SHP No. 1 Kelurahan Kranggan, Kota 
Mojokerto, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 

24/P/FP/2018/PTUN Surabaya tanggal 27 Nopember 2018 yang 
ditujukan kepada Walikota Mojokerto, yang berisi permohonan 

kepada Walikota Mojokerto agar mematuhi putusan Tata Usaha 
Negara (TUN) Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY. untuk 

melaksanakan pelepasan atas persil di Jalan Kranggan 1A/8 

Kelurahan Kranggan Kota Mojokerto. 

2. PERMASALAHAN TANAH MERI      

Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor 
: 50/Pdt.G/2019/PN.MJK Antara SADI 

bertempat tinggal di Jl. Meri RT.001, 

RW.003, Kelurahaan Meri, Kecamatan 
Kranggan, Kota Mojokerto 

(PENGGUGAT) Melawan 
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO, 

berkedudukan di Jalan Gajah Mada 
145, (TERGUGAT) 

  Gugatan Dicabut Oleh 
Penggugat 

  a.      Bahwa Penggugat mendalil kan pemilik sebidang tanah 

terletak dikelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto 
dengan SHM Nomor : 285 atas Nama Kusmunah Bok Sadi 

dengan surat ukur Nomor : 2662 tanggal 24 April 1979, luas 

2.470 m2, yang sekarang menjadi Kantor Dishub Kota 
Mojokerto.  

  

  b.      Penggugat mendalilkan berencana mengurus Obyek 

Sengketa dengan cara mengubah SHM Obyek Sengkata 
menjadi atas nama Penggugat, akan tetapi tidak bisa dilakukan 

karena menurut informasi Turut Tergugat sebagaimana surat 
Nomor : 754/300- 35.76/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 telah 

beralih menjadi Sertitikat Hak Pakai Nomor : 66 / Meri atas nama 
Tergugat 

  

  c.      Atas hal tersebut Penggugat meminta Menghukum 
Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 

160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian 
imaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) 

secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewisjde ), dan 

menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) 
sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari 

keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan 
Putusan 

  

      

  Atas Gugatan tersebut Kuasa Hukum Pemerintah Kota 
Mojokerto dalam Hal ini Baguian Hukum Kota Mojokerto 

menyampaikan : 

  

  1.    Bahwa Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat 

sekarang sudah tidak ada karena sudah terdaftar sebagai 
Sertitikat Hak Pakai Nomor : 66 / Meri atas Nama Pemerintah 

Kota Mojokerto adalah Sah Milik Tergugat ; 
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  2.    Bahwa Sertitikat Hak Pakai Nomor : 66 / Meri atas Nama 

Pemerintah Kota Mojokerto  telah tercatat dalam Asset 
Pemerintah Kota Mojokerto, sehingga Sangat Tidak Mungkin 

apabila Tergugat harus melepaskan Obyek Sengketa, 
sedangkan Obyek Sengketa jelas-jelas tercatat dalam neraca 

Aset Pemerintah Kota Mojokerto ; 

  

    3.    Bahwa apabila Tergugat, harus melepaskan Obyek 
Sengketa, sedangkan Obyek Sengkata, pada saat ini jelas 

tercatat dalam Neraca Aset Pemerintah Kota Mojokerto, maka 
langkah melepas Obyek Sengketa, tanpa ada kepastian hukum 

yang jelas berupa Putusan Keperdataan yang sah dari Lembaga 

Peradilan, maka langkah tersebut tidak dibenarkan menurut 
Peraturan Perundang-undangan, dan akan berbenturan dengan 

UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 

  

    Atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya 

mencabut Cabut Gugatannya. 

  

3. PERMASALAHAN PERKARA 

PERDATA NOMOR : 
498/Pdt.G/2018/PN Sby ATAS 

OBYEK PERKARA TANAH 
BAGUNAN GEDUNG : 

  Bahwa Penggugat mendalilkan pemilik sah atas obyek yang 

terdiri dari  : 

1. Putusan Pengadilan 

Negeri Surabaya 
Menyatakan Menolak 

Gugatan Penggugat ; 

  

  

a.       Bangunan Gedung Kantor Camat Kranggan ;  2. Putusan Banding 

Pengadilan Tinggi 

Surabaya Menguat kan 
Putusan Pengadil an 

Negeri Surabaya ; 

  1.     Kecamatan Kranggan ; b.       Bagunan Gedung Kantor SMPN 7 Kota Mojokerto ; 3. PEMERIKSAAN KASASI  

  2.     SMPN 7 Kota Mojokerto ; c.       Bagunan KPPA Negeri Kota Mojokerto ;   

  3.     KPAA Negeri Mojokerto ; d.       Bagunan Taman Baca Masyarakat “ TANTULAR “ ;   

  4.     Taman Baca Masyarakat 
”TANTULAR”  

e.       Bagunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ Mojopahit “   

  5.     Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat ” MOJOPAHIT ”. 

2.     Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut 

diperoleh Penggugat dari pembelian Dr.KPHA TJANDRA 

SRIJAJA PRADJOGGO, S.H.,MH. ; 

  

  DI PENGADILAN NEGERI 

SURABAYA 

Atas perkara tersebut kuasa Tergugat dalam hal ini dari Bagian 

Hukum Kota Mojokerto menyampikan : 
  

  ANTARA     

WIYANTO WIBISONO 4.  Diskualifikasi in Person 

(Penggugat) Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai 

penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat 
(diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut: 

Melawan  a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang  
disengketakan ; 

1.      Pemerintah Kota 
Mojokerto(Tergugat II) 

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak 

memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung 
cacat formil, error in persona dalam bentuk diskualifikasi in 

persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah 
orang yang tidak punyai syarat untuk itu. 

2.      Dinas Pendidikan Kota Mojokerto 
Cq. Smp Negeri 7 Mojokerto (Tergugat 

V) 

  

3.      Camat Kranggan (Tergugat IX). b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum. 

  Jelas bahwa berdasarkan putusan kasasi nomor : 165 
K/PDT/2015 jo putusan Peninjauan Kembali nomor : 806  

PK/PDT/2017 Tergugat II telah ditetapkan sebagai pemilik 

obyek sengketa A Quo, ini berarti Penggugat tidak 
mempunyai “hak  gugat” tidak mempunyai kompetensi/tidak 

sah sebagai Penggugat. 

  5.  Salah sasaran pihak yang digugat 
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  orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda 
nigheid).  

  Bahwa, Gugatan Penggugat Sebagaimana terdaftar Dalam 

Perkara Nomor : 498/Pdt.G/2018/PN.Sby adalah Salah 

sasaran pihak yang digugat, dimana pihak yang digugat tidak 
ada hubungan hukum dengan perkara a quo, sehingga 

mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai tergugat. 

  SEMESTINYA PENGGUGAT CUKUP MEMASUKAN 
TERGUGAT I DALAM MENUNTUT HAKNYA. KARENA 

PERISTIWA HUKUM TERJADI ANTARA PENGGUGAT 
(selaku Pembeli) dan TERGUGAT I (selaku Penjual) 

  Atas Gugatan Penggugat Majelis Hakim Menolak Gugatan 

Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Banding ;   

4. PERMASALAHAN PTUN                  

Gugatan perkara Nomor : 
127/G/2019/PTUN.SBY tanggal 25 

September 2019 antara Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto 

sebagai Tergugat 

  Gugatan Tidak dapat 
diterima ( N.O )  

MELAWAN Inti Permasalahan :    

1.    SUMIYEM yang berkedudukan di 

Kranggan I A/10 RT. 010/RW. 001, 
Kelurahan Kranggan, Kecamatan 

Kranggan Kota Mojokerto sebagai 
Penggugat I  

  Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dengan sekitar 

jam10.00 Wib pada Satpol PP melakukan penertiban terhadap 
bagunan – bangunan yang tidak memiliki IMB termasuk  

bagunan milik Mu’ari ‘;

  

2.    MU’ARI yang berkedudukan di 
Kranggan I A/21 RT. 004/RW. 001, 

Kelurahan Kranggan, Kecamatan 
Kranggan Kota Mojokerto sebagai 

Penggugat II,  

  Bahwa pada penertiban tersebut Satpol PP telah memasang 
Pida dan didalamnya bertulis kan DILARANG MEMBUKA 

SELAIN PETUGAS ;

  

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara 
Surabaya) 

  Bahwa atas tindakan tersebut pada tanggal 20 September 
2019 Mu’ari mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya 

sebagaimana gugatan perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN.SBY 
tanggal 25 September 2019 melawan SUMIYEM yang 

berkedudukan di Kranggan I A/10 RT. 010/RW. 001, Kelurahan 

Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto sebagai 
Penggugat I dan MU’ARI yang berkedudukan di Kranggan I 

A/21 RT. 004/RW. 001, Kelurahan Kranggan, Kecamatan 
Kranggan Kota Mojokerto sebagai Penggugat II, pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

  

  Atas Gugatan tersebut pihak Satpol PP telah menunjuk Bagian 
Hukum sebagai Kuasanya dan sampai dengan saat ini sidang 

masih dalam agenda pemeriksaan persiapan, yang meliputi : 

  

  1.    Pemeriksaan Surat Kuasa Penggugat  ;   

  2.    Pemeriksaan Gugatan Penggugat ;   

  3.    Pemeriksaan Surat Kuasa Tergugat.   

  Dalam Pemeriksan tersebut masing-masing pihak diminta untuk 

memperbaiki surat kuasa dan Penggugat diminta memperbaiki 
substasi gugatanya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
















































































































































